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MOTTO

Kepahlawanan sejati sungguh menyadarkan, sang&tdidmatis. Kepahlawanan
bukanlah desakan untuk mengungguli semua yang lain
dengan resiko apapun, melainkan desakan untuk

melayani sesama dengan resiko apapun.1

L Arthur Ashe
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RINGKASAN

Faktor resiko dalam dunia perbankan selalu memadimbangan dalam
setiap ekspansi kredit. Sindikasi merupakan salalu salternatif untuk
meminimalisasi resiko jika nantinya terjadi kreditacet. Sindikasi saat ini
seringkali dilakukan oleh kalangan perbankan sgidengan semakin besarnya
kebutuhan dana yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Atas dasar itulah penulis tertarik untuk mengkaj fnenganalisa masalah
dimaksud dengan mengambil judul skrip#EMBEBANAN JAMINAN
DALAM PERJANJIAN KREDIT SINDIKASI DAN AKIBAT HUKUMN YA
JIKA TERJADI KREDIT MACET”. Adapun permasalahan yang akan dikaji
adalah sebagai berikut: (1) Bagaimana pelaksanaganpan kredit sindikasi,(2)
Bagaimana proses pembebanan jaminan dalam penakijedit sindikasi, (3)
Bagaimana akibat hukum pembebanan jaminan danpeangelesaian jika terjadi
kredit macet.

Tujuan  umum penelitian skripsi ini adalah untuk nme@uhi dan
melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yangifdterakademis guna
mencapai gelar Sarjana Hukum dengan kurikulum pg&diultas Hukum
Universitas Jember dan sebagai sarana untuk npkagramu dan pengetahuan
hukum yang telah diperoleh dalam perkuliahan, dataewujudkan masyarakat
aman, tenteram serta berkeadilan. Tujuan khususdgkh untuk mengkaji dan
menganalisis pelaksanaan perjanjian kredit singdikasses pembebanan jaminan
dalam perjanjian kredit sindikasi serta akibat hakpembebanan jaminan dan
cara penyelesaian jika terjadi kredit macet.

Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, tipenelitian
menggunakan penelitian normatif dan pendekataralaiasnenggunakastatute
approach. Sumber bahan hukum penyusunan skripsi ini menggmakhan-
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Asabahan hukum
maksudnya bahan hukum yang telah terkumpul kemudiswusun secara
sistematis dan terarah. Kemudian penulis menggunaketode deduktif, yaitu

berpangkal dari prinsip-prinsip umum menuju ke giprprinsip khusus. Bahan
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hukum tersebut diolah secara kualitatif, yakni pealgan bahan-bahan hukum
non-statistik

Pelaksanaan perjanjian kredit sindikasi berkai@d@ngan hak dan
kewajiban para pihak. Kewajiban debitor adalah mahiadan melaksanakan
kesepakatan yang telah tertuang dalam perjanjiaditkserta haknya adalah
mendapatkan fasilitas kredit dari kreditor. Kewajibkreditor menyediakan dan
memenuhi fasilitas kredit yang dibutuhkan debitogrtas haknya adalah
pemenuhan kewajiban dari debitor. Agen berkewajilnaiak mengkoordinir dan
melakukan monitoring pelaksanaan perjanjian kraditikasi, haknya adalah
mendapatkan biaya keagendfroses pembebanan jaminan dilakukan dengan
pembuatan akta notaris atau PPAT yang selanjutigaftarkan pada Kantor
Pendaftaran Fidusia untuk jaminan fidusia dan Kamertanahan untuk Hak
Tanggungan. Kemudian diterbitkan sertifikat jamindan diserahkan pada
kreditor. Apabila terjadi kredit macet, terlebih hdéu dilakukan upaya
penyelamatan dengarescheduling, reconditioning, restructuringlika tidak
berhasil, maka dapat ditempuh dengan pengajuanobe@man eksekusi jaminan
melalui Pengadilan Negeri untuk bank swasta ataBNPUntuk bank pemerintah,
dan kemudian dilakukan lelang.

Untuk menghindari terjadinya kredit macet dalamdkresindikasi bank
perlu melakukan suatu analisis yang cermat dan alemdterhadap calon debitor.
Pihak bank harus berpedoman pada prinsip kehatirhagar tidak terjadi kredit

macet dikemudian hari.
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BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Sektor perbankan merupakan salah satu sektor kanangonesiayang

mempunyai kedudukan khusus dalam skala ekonombmelsi Sebagai sektor
yang berperan sebagai salah satu penyangga perel@ndndonesia, maka
diperlukan perbaikan secara terus-menerus terhadiior ini agar bank-bank
yang ada dapat menjadi semakin sehat dan kokotk Banupakan badan usaha
kepercayaan yang berfungsi sebagai perantara kawmaisghingga bank yang
sehat mutlak diperlukan untuk memelihara keperaayamsyarakat. Apabila
kepercayaan masyarakat sudah mulai hilang padarse&tbankan, maka sektor
ini akan runtuh dan tidak akan mampu lagi menyethadana bagi pembangunan
nasional.

Salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh se&tbapkan dalam upaya
untuk membantu peningkatan ekonomi masyarakat dakmberikan kredit.
Usaha penyaluran kredit yang dilakukan oleh bardabnya tanpa resiko, karena
tidak tertutup kemungkinan bahwa kredit yang teti$alurkan tersebut tidak
dapat dikembalikan dengan lancar. Mengingat bahwaaadyang disalurkan
tersebut merupakan dana yang berhasil dihimpun liank masyarakat, maka
ketidaklancaran pengembalian kredit ini sebisa rkumfarus dihindari. Untuk
itu, dalam setiap penyaluran kredit ini bank wajilempunyai keyakinan atas
kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasitihya sesuai dengan
yang diperjanjikan. Untuk memperoleh keyakinan dbus, bank sebelum
memberikan kredit harus melakukan analisa kredarsecermat dan teliti.

Sejalan dengan perkembangan pemberian fadihiéatt, berkembanglah
pemberian kredit sindikasisyndicated loan yang dilakukan secara gabungan
antara beberapa bank yang secara bersama mempiayak dalam skala besar.
Bagi proyek-proyek yang mempunyai nilai dan kebatulpembiayaan yang
semakin besar sehingga tidak dapat tertampungkaletampuan satu bank saja

membuat kalangan perbankan menilai bahwa resikg dgrikul sendirian saja



oleh bank pemberi kredit adalah terlalu besar.irlahenjadi motivasi mengenai
perlunya kredit sindikasi.

Faktor resiko dalam dunia perbankan selalu memadimbangan dalam
setiap ekspansi kredit. Dalam usaha meminimaliaasitesiko tersebut maka
salah satu alternatifnya adalah sindikasi. Denga&amikian bukan hanya
kebutuhan dana itu saja dapat terpenuhi tapi juaga skgi resiko bisa disebar
secara proporsional diantara bank-bank peserta.

Sindikasi saat ini seringkali dilakukan oleh kajan perbankan, baik itu
diantara bank-bank swasta sendiri, atau di antaak-bank asing yang
mempunyai perwakilan di Indonesia sendiri. Pemibekeedit sindikasi juga
dilakukan secara gabungan antara bank swasta deagarpemerintah atau bank
swasta dengan bank asing yang mempunyai perwadtildndonesia atau antar
bank pemerintah dengan bank asing yang mempungaakitan.

Latar belakang munculnya kredit sindikasi adalahrupgkan upaya
pemerataan resikosgread of risk atas fasilitas kredit yang diberikan jika
dikemudian hari terjadi apa yang disebut dengadikreacet, jika hal ini dilihat
dari sudut bank sebagai kreditur. Selain itu jugaubaha untuk menghindari
pelanggaram.egal Linding Limit(Batas Maksimum Pemberian Kredit) yang telah
diatur oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/BEIb Tentang Batas
Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum. Dengan penaragesiko ini dapat
memperkecil resiko dari kreditur sekaligus menj&iemjasama antar bank karena
dengan menjadi peserta sindikasi berarti diharapkereka akan menjadi
kelompok yang solid, sehingga persaingan yang seiangencar mereka lakukan
untuk mendapatkan nasabah menjadi persaingan ydrag dalam memberikan
dana yang sangat besar kepada nasabah yang samaedeka tidak perlu
khawatir akan kehilangan nasabah.

Bagi perbankan, setiap pemberian kerdit selalu @uethgng resiko. Oleh
karena itu perlu adanya unsur pengamanan dalamep®#aiiannya. Unsur
pengamanarfsafety) adalah salah satu prinsip dasar dalam peminjameuatitk
Bentuk pengamanan kredit dalam praktek perbankpaertehalnya dituangkan

dalam instrument analisa yang terkenal dengha Five C’s of Analysiatau



biasa disebut 5C salah satunya adalah jaminan,ndirdalam praktek perbankan
dilakukan dengan pengikatan jaminan. Dalam pembefagilitas kredit pada

debitor oleh perbankan umumnya mensyaratkan adasyatu jaminan

sebagaiman tertuang dalam Pasal 11 Undang-UndangoMN&O Tahun 1998

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tal@®2 Tentang

Perbankan.

Kredit yang dijamimkan selalu diamankan dengan fmamikredit dengan
tujuan untuk menghindarkan adanya resiko debittaktimembayar hutangnya.
Apabila debitor oleh karena suatu hal tidak dapetnimayar hutangnya, maka
kreditur dapat dengan bebas menjual dan menutugngudari hasil penjualan
jaminan tersebut. Jadi jaminan berfungsi untuk nmexikbn hak dan kekuasaan
kepada kreditor untuk mendapatkan pelunasan daili eenjualan barang-barang
jaminan bila debitor tidak melunasi hutangnya pad#tu yang telah ditentukan
(Sutarno, 2003:142).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, makKautikeinginan penulis
untuk membahasnya dalam suatu karya ilmiah berkeskiipsi dengan judul :
PEMBEBANAN JAMINAN DALAM PERJANJIAN KREDIT SINDIKAS |
DAN AKIBAT HUKUMNYA JIKA TERJADI KREDIT MACET

1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian dari latar belakang di atasanpakiulis merumuskan
beberapa permasalahan yang akan dibahas dalarsi shrigebagai berikut:
1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit sindikasi?
2. Bagaimana proses pembebanan jaminan dalam penj&ngdit sindikasi?
3. Bagaimana akibat hukum pembebanan jaminan darnpeasgelesaian jika

terjadi kredit macet?

1.3. Tujuan Penelitian
Agar dalam penulisan skripsi ini dapat diperoletasan yang dikehendaki
maka perlu kiranya ditetapkan tujuan penelitianapuh tujuan penulisan di sini

dapat dibagi menjadi 2(dua) yaitu tujuan umum dgunain khusus.



1.3.1. Tujuan Umum
Tujuan secara umum dari penulisan skripsi ini ddala

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai petsyar
pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelajaria
Hukum dengan kurikulum pada Fakultas Hukum Univassi
Jember.

2. Sebagai sarana untuk menetapkan ilmu dan pengetdiukam
yang telah diperoleh dalam perkuliaan, dalam medkgn
masyarakat aman, tenteram serta berkeadilan.

3. Untuk membantu proses pengembangan ilmu hukum, lpddag
hukum perbankan umumnya dan dalam bidang perkredita
khususnya, agar pembangunan di kedua bidang tersiipat
dikerjakan secara berkesinambungan demi mewujudkan

kesejahteraan masyarakat.

1.3.2.Tujuan Khusus
Tujuan khusus yang hendak dicapai dari penuliseadalah:
1. Untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan pajakjedit
sindikasi.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis proses pembeban@nan
dalam perjanjian kredit sindikasi.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis akibat hukum pdraban

jaminan dan cara penyelesaian jika terjadi krediten

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting dalatragepenulisan karya
ilmiah yang digunakan sebagai cara untuk menemuk@angembangkan dan
menguji kebenaran serta menjalankan prosedur yangriserta dapat dijalankan

secara ilmiah.



1.4.1.Tipe Penelitian
Penelitian di dalam skripsi ini menggunakan tipengh¢ian
yuridis normatif,yaitu tipe penelitian yang digunakan untuk mengkaiji
berlakunya kaidah-kaidah seperti perundang-undamgam hukum
positif yang dihubungkan dengan permasalahan y#@dahds di dalam
skripsi ini.

1.4.2. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum memiliki beberapa pendekatan ydapat
digunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagpek mengenai
isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Hextde-pendekatan
yang digunakan dalam penelitian hukum adalah petdekundang-
undang (statute approach), pendekatan kasugcase approach)
pendekatan historieghistorical approach) pendekatan komparatif
(comparative approach) dan pendekatan konseptu@tonceptual
approach).(Peter Mahmud Marzuki, 2005:93).

Di dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakaetode
pendekatan perundang-undangastatite approach yaitu suatu
pendekatan masalah dengan menelaah semua undaarggurtdhn
regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum gaaggani. Dalam
metode pendekatan perundang-undangan perlu memarenarki, dan
asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Nl@asial 1 angka
2 Undang-undang Nomor 10 Tentang Pembentukan RPamnatu
Perundang-undangan, peraturan perundang-undangéahgokeraturan
yang tertulis dibentuk oleh lembaga Negara atauabagj yang
berwenang dan mengikat secara umum. Dari pengdetiaebut, secara
singkat dapat dikatakan bahwa yang dimakstadute berupa legislasi
dan regulasi. Maka pendekatan peraturan perundad@ngan adalah
pendekatan dengan menggunakan legislasi dan re¢R&ter Mahmud
Marzuki, 2005:96-97).



1.4.3. Bahan Hukum
Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan
preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlskamber-sumber
penelitian. Sumber bahan hukum dalam penulisampskimi, meliputi
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang
bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritaghBn-bahan ukum
primer terdiri dari perundang-undangan, catataataatresmi atau
risalah dalam pembuatan perundang-undangan dansgmitu
putusan hakim (Peter Mahmud Marzuki, 2005:141).

Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam psamuli
skripsi ini antara lain, SK Direktur Bank Indoneblamor 5 Tahun
1987 tentang Kerjasama Antara Bank Pemerintah, BEamésta
dan Bank Asing; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(KUHPerdata); Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998aten
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 199%2negn
Perbankan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tenttaig
Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda YangaiBatk
Dengan Tanah, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 199%amgn
Jaminan Fidusia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikdanign
hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.
Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teksmka-kamus
hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentass goutusan
pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2005:141).

Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penal&rd
skripsi ini meliputi jurnal-jurnal hukum, buku-bukdliteratur

hukum tentang perbankan, buku literatur tentangkrpditan,



tulisan-tulisan tentang mengenai penyelesaian kieetimasalah,

internet dan sebagainya.

1.4.4. Analisis Bahan Hukum
Analisa bahan hukum merupakan sebuah proses yaggakan

untuk mnemukan jawaban dari pokok pernasalahan gdagLangkah-
langkah yang digunakan adalah: (1) mengidentifikakia hukum dan
mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk mep&an isu hukum
yang hendak dipecahkan; (2) pengumpulan bahan-bablkumm yang
sekiranya dipandang memnpunyai relevansi juga babhhan non
hukum; (3) melakukan telaah atas isu hukum yangkhka berdasarkan
bahan yang telah dikumpulkan; (4) menarik kesimpwalam bentuk
argumentasi yang menjawab isu hukum; dan (5) meakarepreskripsi
berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dimdd&esimpulan
(Peter Mamud Marzuki, 2005:171).

Metode yang digunakan untuk menarik kesimpulaadadd
metode deduktif yaitu dengan cara pengambilan kesimpulan dari
pembahasan yang bersifat umum menjadi kesimpulary yeersifat
khusus, sehingga dapat mencapai tujuan yang dkaginyaitu

menjawab rumusan masalah yang ada.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Perjanjian Kredit

Kata kredit berasal dari bahasa Romauretieré yang artinya percaya
atau kepercayaan. Apabila dihubungkan dengan bamkka mengandung
pengertian bahwa bank selaku kreditur percaya nmjamkan sejumlah uang
kepada debitur oleh karena debitor dapat dipercegmampuannya untuk
membayar lunas pinjamannya setelah jangka waktg gaentukan. Kepercayaan
ini merupakan dasar dari setiap perikatan, yaitingeorang berhak menuntut
sesuatu dari orang lain (G.Supramono, 1996:44).

Satu hal yang tidak bisa diabaikan ketika berbicaengenai kredit adalah
perjanjian kredit. Perjanjian kredit tersusun ataa unsur utama, yaitu perjanjian
dan kredit. Perjanjian diatur dalam pasal 1313 K¥tdRta yang disebutkan
bahwa “Persetujuan adalah suatu perbuatan dengaa s@u orang atau lebih
mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Menurut Marhainis Abdul Hay pada hakikatnya pgrgamkredit identik
dengan perjanjian pinjam-meminjam seperti halny@gydiatur dalam Pasal 1754
KUHPerdata yang menyatakan bahwa,

Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pijakg satu
memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlatenéut barang-
barang yang menghabis karena pemakaian, dengaat dyahnwa
pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejuiyding sama
dari macam dan keadaan yang sama pula’. (dalam
Badrulzaman,1991:25)

Pengertian kredit diatur dalam Undang-undang Nod®rTahun 1998
Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tal@8?2 Tentang
Perbankan Pasal 1 angka (11), yaitu :

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yangatdap
dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuaru ata
kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang jib&aa
pihak yang dibiayai untuk melunasi utangnya setghligka
waktu tertentu dengan pemberian bunga.



Perjanjian Kredit Bank adalah “perjanjian pendahual’ dari penyerahan
uang yang merupakan hasil pemufakatan antara peaddrempenerima pinjaman
mengenai hubungan antara keduanya. Perjanjiareisifat konsensual obligatoir
(Mariam Darius Badrulzaman, 1991:32).

Perjanjian kredit baru lahir pada saat dilakukanrealisasi kredit karena
setelah penandatanganan perjanjian kredit tidadrthekan disertai realisasi atau
pencairan kredit. Pemohon (calon nasabah) tidak di&pat melakukan penarikan
kredit bila tidak ada pernyataan dari bank bahwagi®n sudah boleh menarik
kreditnya (Tje’ Aman E.P., 1989:35)

2.2 Unsur-Unsur Kredit

Meskipun pengertian kredit ataupun perjanjian Krddrsebut di atas
berdasarkan pendapat dari beberapa pakar, padangEsaempunyai kesamaan
jilka dipandang dari segi unsur-unsurnya. Intisaari dkredit adalah unsur
kepercayaan, unsur yang lainnya mempunyai sifai @rtimbangan saling
tolong-menolong. Selain itu dilihat dari pihak kited unsur yang penting dalam
kegiatan kredit sekarang ini adalah untuk mengakdintungan dari modalnya
dengan mengharapkan kontraprestasi, sedangkan dednifur adalah adanya
bantuan dari kreditur untuk menutupi kebutuhannysrupa prestasi yang
diberikan oleh kreditur. Hanya saja antara prestasgan kontraprestasi tersebut
ada suatu masa yang memisahkannya, sehingga agigabgnwaktu tertentu.

Kondisi ini mengakibatkan adanya risiko berupa dadttentuan, dan karenanya

diperlukan suatu jaminan dalam pemberian kreditseteut (Muhammad

Djumhana, 1996:231).

Unsur-unsur tersebut antara lain:

1 Kepercayaan yaitu keyakinan dari si pemberi krdédihwa prestasi yang
diberikan baik dalam bentuk uang maupun barang dikerimanya kembali
dalam jangka waktu tertentu dalam masa yang akiamgla

2 Jangka Waktu yaitu masa yang memisahkan antaragr@ntprestasi dengan

kontra prestasi yang diterimanya di masa yang dksang
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3 Degree of Riskyaitu tingkat resiko yang akan dihadapi sebag#adkdan
adanya jangka waktu yang diberikan. Semakin bakyadit yang diberikan
maka semakin tinggi juga resiko yang akan dihaddfarena sejauh
kemampuan manusia untuk menerobos hari depan ika re@lalu terdapat
unsur ketidaktentuan yang tidak dapat diperhitungk¥engan adanya unsur
resiko inilah maka timbullah jaminan pemberian kred

4 Prestasi atau objek kredit tidak hanya diberikalardabentuk uang tapi juga
diberikan dalam bentuk barang. Namun pada masaasekaransaksi kredit
menyangkut uang yang sering dijumpai dalam benéukrpditan
Pihak kreditur dalam memberikan kredit, tidak tetilsatu peraturan yang

mewajibkannya untuk melaksanakan semua kewajibbagse kreditur. Namun

secara rasional, demi terciptanya suatu persetyjaag saling menguntungkan
dan tercipta perekonomian yang sehat, maka pihak Embaga wajib harus
melaksanakan penelitian kepada calon debitur.Debitumus memenuhi faktor-
faktor yang telah baku sebelum menerima kredittdtafiaktor tersebut digunakan
sebagai suatu ukuran dalam menganalisa kemampudsiturdeuntuk

mengembalikan kredit dalam bentuk angsuran. Amaksedit yang digunakan
pihak kreditur disebut juga dengahhe Five C’s of Credit Analisy¢Character,

Capacity, Capital, Condition of Economi, Collatdjalyang terdiri atas:

1. Character(watak)
lalah keadaan watak dan sifat dari calon nasabaik, dalam kehidupan
pribadi maupun dalam lingkungan usahanya. Penilalsaracter (watak)
merupakan penilaian terhadap kejujuran, ketulukapatuhan akan janji dan
kemampuan untuk membayar hutang-hutangnya.

2. Capacity(kapasitas)
lalah kemampuan yang dimiliki oleh calon debitutuknmembuat rencana-
rencana dan mewujudkan rencana tersebut menjagatean termasuk dalam
menjalankan usahanya guna memperoleh laba yangghen. Pada nantinya

calon nasabah tersebut dapat melunasi hutang-mytamiikemudian hari.
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3. Capital (dana)

lalah dana yang dimiliki oleh calon debitur untukenjalankan dan

memelihara kelangsungan usahanya. Adapun peniléeasebut adalah

mengetahui keadaan, permodalan, sumber-sumbeddan@enggunaannya.
4. Condition of Economykondisi ekonomi)

lalah keadaan sosial ekonomi suatu saat yang murtigpat mempengaruhi

maju mundurnya usaha calon debitur. Penilaian teghakondisi yang

dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kondsioghkioitu berpengaruh
terhadap kegiatan usaha calon debitur dan bagainsoa debitur mengatasi
atau mengantisipasi sehingga usahanya dapat hadupetkembang.

5. Collateral (jaminan)

lalah barang-barang yang diserahkan calon pemig@bagai jaminan dari
kredit yang akan diterimanya. Tujuan penila@oilateral (jaminan) adalah
untuk mengetahui lebih jauh resiko tidak dipenublinykewajiban
mengembalikan kredit kepada pihak atau lembagaitkreddapat ditutup
dengan nilai jaminan yang diserahkan oleh calontaietPenilaian terhadap
barang jaminan meliputi jenis atau macam baranigi hbkasinya, bukti
kepemilikan atau status hukumnya.

Berdasarkan uraian tersebut, terkandung suatu malsm tujuan yaitu
adanya suatu kewajiban penerima kredit atau dehihiuk mengembalikan
pinjamannya sesuai dengan yang diperjanjikan. ®&bna itu, dengan adanya
kewajiban tersebut berarti kredit hanya diberikegpdda orang yang telah
dipercaya dan mampu untuk mengembalikan pinjamag j@lah diterima sesuai

jangka waktu dan syarat.-syarat yang telah disedlgin kedua pihak.

2.3 Pengertian Kredit Sindikasi

Kredit sindikasi adalah pemberian kredit dimanaebapa bank bersatu
untuk memberikan kredit dalam jumlah yang sangaabdengan hanya memiliki
satu dokumentasi kredit (Herlina Bachtiar, 2002 : 5

Harus dibedakan antara “Sindikasi Kredi€rédit Syndication atau Loan
Syndicatiof dan “Kredit Sindikasi” (Syndicated Loan Sindikasi kredit adalah
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suatu sindikasi yang peserta-pesertanya terdiii ldatbaga-lembaga pemberi

kredit dan yang dibentuk dengan tujuan untuk merkaerkredit kepada suatu

perusahaan yang memerlukan kredit untuk membiayaiusproyek.Sedangkan
yang dimaksud dengan kredit sindikasi adalah kyetig diberikan oleh sindikasi

kredit (Sutan Remy Sjahdeini, 1997: 2)

Stanley Hurn dalam Hasanuddin Rahman (1998: 12&)hbeekan definisi
mengenai Kredit Sindikasi at@yndicated Loasebagai berikut:

A syndicated loan is a loan made by two or morelilem institutions on similar

terms and conditions, using common documentatiod administrated by

common agent(kredit sindikasi adalah pinjaman yang dibuahalea atau lebih
suatau lembaga keuangan yang diurus oleh satu afgna yang tugasnya
mengurusi administrasi dan dokumen kredit).

Definisi tersebut mencakup semua unsur-unsur yarging dari suatu
kredit sindikasi, yaitu:

1. Kredit sindikasi melibatkan lebih dari satu lembdgaiangan dalam suatu
fasilitas sindikasi.

2. Definisi tersebut menyatakan bahwa kredit sindikadalah kredit yang
diberikan berdasarkan syarat-syarat dan ketentatamtuan yang sama bagi
masing-masing peserta sindikasi. Hal ini diwujudkarem bentuk hanya ada
satu perjanjian antara nasabah dan semua bankassetikasi.

3. Definisi tersebut menegaskan bahwa hanya ada s#tungbntasi kredit,
karena dokumentasi inilah yang menjadi pegangan $&mgua bank peserta
sindikasi secara bersama-sama.

4. Sindikasi tersebut diadministrasikan oleh saggent (Agen) yang sama bagi
semua peserta sindikasi. Bila tidak demikian hglnyaka terpaksa harus ada
serangkaian fasilitas bilateral (dua pihak) yangaaapi mandiri, antara
masing-masing bank peserta dengan nasabah.

Kredit sindikasi atau pinjaman sindikasi adalahjgsiman yang diberikan
oleh dua atau lebih lembaga keuangan dengan patagadan kondisi yang
serupa, menggunakan kondisi yang umum dan ditdiakaa oleh satu agen

bank, yang disusun olefafranger “(penyusun) dari proses solisitasi permintaan
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pinjaman nasabah sampai dengan proses penandaangenanjian kredit

(Hasanuddin Rahman,1998:114).
Ciri-ciri utama kredit sindikasi,yaitu:

1 Terdiri atas lebih dari satu pemberi kredit
Kredit sindikasi selalu diberikan oleh lebih daaitis pemberi kredit sebagai
peserta dari kredit sindikasi. Sepanjang yang raegikut jumlah pesertanya.
kredit sindikasi gyndicated loan dibagi dalam dua jenis, yaitdub loan
(perkumpulan kredit) danconsortium lending (konsorsium/persekutuan
peminjam),club loan adalah kredit yang diberikan oleh beberapa bajk sa
Club loan biasanya mengandung pengertian bahwa jumlah kngstig
diberikan oleh bank-bank anggotéub loan adalah sama, walaupun tidak
harus demikian. Apabila jumlah kredit demikian baga, sehingga tidak
mungkin diberikan dalam bentwkub transaction(perkumpulan pelaksanaan)
atauclub deal(perkumpulan persetujuan), maka perlu kredit ibedkan oleh
banyak bank. Pemberian kredit yang demikian itelslisconsortium lending

2 Besarnya jumlah kredit
Kredit sindikasi adalah suatu teknik bagi suatukbamuk dapat menyebarkan
resiko dalam pemberian kredit. Oleh karena itu dnga tidak cocok untuk
kredit yang jumlahnya kecil, dimana tidak ada atasagi bank tersebut untuk
tidak membiayai sendiri seluruh jumlah kredit ydegil itu.

3 Jangka waktu
Pada umumnya kredit sindikasi berjangka waktu mgalenfnedium term
atau berjangka waktu panjanigr(g tern), sekalipun tidak ada alasan untuk
melakukan kredit sindikasi dengan jangka waktu p&nd

4 Bunga
Bunga kredit sindikasi bersiffibating rate (mengambang) yang disesuaikan
setiap jangka waktu tertentu, misalnya 3 (tigapbul

5 Setiap kali hanya satu tingkat bunga bagi nasabah
Pemberian kredit sindikasi dalam pelaksanaannya akht apabila masing-
masing bank peserta sindikasi menghendaki tingkaty® yang berbeda-beda

yang harus dibayar oleh nasabah kepada masinggndmsnk tersebut.
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Namun, hal ini bisa diatasi dengarweighted average interest rare
calculation method(metode penghitungan berat rata-rata tingkat Bung

6 Tanggung jawab terbagi
Sekalipun suatu fasilitas kredit sindikasi adalahts totalitas dan bukannya
kombinasi dari sejumlah fasilitas bilateral, namtanggung jawab dari
masing-masing bank peserta sindikasi itu tidak itaréanggung renteng.
Artinya bahwa bank peserta sindikasi hanya bertamggawab untuk bagian
jumlah kredit yang menjadi komitmennya. Tanggungjbwdari masing-
masing bank di dalam sindikasi tidak merupakandgangjawab dimana suatu
bank menjamin bank lainnya

7 Dokumentasi kredit
Dokumentasi kredit l9an documentation adalah dasar bagi administrasi
kredit sindikasi tersebut selama jangka waktunyakubnentasi ini sama bagi
semua peserta sindikasi yang dibuat oleh aggant bankuntuk bertindak
sebagai kuasa dari bank-bank peserta sindikasi adendujuan
mengadministrasikan kredit tersebut setelah pegjamya ditandatangani.

8 Publisitas
Publisitas merupakan suatu keharusan bagi kredliksisi itu untuk diketahui
oleh umum (Sutan Remy Sjahdeini, 1997:6-12).

2.4 Pengertian Kreditur

Kreditur merupakan pihak yang memberikan kredituagginjaman
(creditor). (http://www.perencanakeuangan.com/files/d.html).
2.4.1 Pengertiahead Manager

Seperti dalam suatu perkumpulan tertentu lainnyakamperkumpulan
sindikasi dalam memberikan suatu kredit sindikagajharus memilih pemimpin
dalam perkumpulan tersebut, yang biasanya dalanbgéam kredit sindikasi hal
tersebut dilakukan olelbead Manager

Lead Managerberarti pemimpin yang memberikan petunjuk. Menurut
Herlina BactiarlLead Managelyaitu “Bank yang memimpin sindikasi, bisa juga

merangkap arranger (penyusun)” (Herlina S. Bachtiar, 2002:17). Menuru
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Hasanuddin Rahman menjelaskan bahwa yang dimakesughdLead Manager
adalah sebagai pihak yang ditunjuk dan diangkat dé&bitur untuk mencari dana
bank-bank lain untuk ikut berpartisipasi (1998:116Msalnya, pinjaman yang
akan diberikan berjumlah besar, malead Managemungkin akan memberikan
pinjaman setengah dari jumlah tersebut, selebiirg@d Manager(pemimpin
yang memberikan petunjuk) akan mencari bank laimgyakan bertindak sebagai
Manager selanjutnya manager tersebut akan mendao-Manager yang
kemudian dariCo-Managerini akan mencari Participant (peserta). Jadi pihak
Lead ManagerManage, Co-Managerdalam prakteknya juga bertindak sebagai
Lenders

Hampir sedikit sekali perbedaan antkrad bankdanarranger. Umumnya
lead bank (pemimpin yang memberikan petunjuk) merangkapanger
(penyusun). Tetapi bisa juga tidak di tangan sauokp bilamanalead bank
(pemimpin yang memberikan petunjuk) ini hanya begii mengumpulkan bank-
bank peserta sindikasi atau menawarkan suatu prttaki untuk selanjutnva
diserahkan ke bank lain untuk melakukamangement(penyusunan) sehingga
bank lead bisa lebih mengkonsentrasikan dirinyaikuproyek-proyek lain yang
ditanganinya. Untuk selanjutnya dalam skripsi ik&ma disebutkan dengdread

Manager.

2.4.2 PengertiaArranger

Selain harus ada bank yang memimpin, maka yangtutikan adalah
bank yang berfungsi untuk mengatur segala sesumtomylai dari pencarian
peserta sindikasi sampai dengan pendokumentasiganjen kredit sindikasi.
Hal ini dilakukan oleh Arranger’ yang dalam bahasa Indonesia berarti penyusun.
Bank yang mengatur segala sesuatunya dan mulait kiipdoses, menawarkan
keikutsertaan kepada bank-bank lain, memonitor sardpngan setelah kredit
sindikasi ditandatangani. (Herlina S. Bachtiar,20Q@)

Tugas sebagairranger (penyusun) ini cukup bera@rranger (penyusun)
mendapatarranger fee(biaya penyusunan), untuk itulah dia harus pidi@am

menawarkan proyek yang akan dibiayai sehinggatbigaal atau diambil bagian
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oleh bank-bank peserta sindikasi, juga menyiaplegala sesuatunya dari mulai
awal hingga akhir sindikasi, dan tak lupa menyiapkibbkumen kredit yang
diperlukan sehingga tidak ada yang tidak terkontralk semua kewajiban yang
harus dipenuhi oleborrower (bunga maupun cicilan yang merupakan kewajiban
yang telah jatuh tempo) maupun klausa-klausa yadg wvaktu pengikatan kredit
masih merupakan hal-hal yang belum terselesaikargashe baik. Selanjutnya

dalam penulisan skripsi ini disebut dendgananger.

2.4.3. Pengertiabenders

Dalam hahasa Indonesiaénders berarti pemberi pinjaman (selanjutnya
dalam penulisan skripsi ini disebutkabhenders). Sedangkan pengertian
“Lendes” menurut Hasanuddin Rachman yaitu pihak yang neeikdn pinjaman
atau kredit yang pada umumnya Bank atau Lembagaan{zun Non Bank,
biasanya disebut dengaiitfe Lenders’atau ‘Participart’ (peserta) (Hasanuddin
Rahman,1998:115)

Lendermerupakan Bank-bank yang ikut serta membiayaiiksiadikasi
(Herlina.S Bachtiar, 2002:18). Bank-bank yang i&etta dalam kredit sindikasi,
biasanya mempunyai kelompok-kelompok tertentu. Kelok ini terbentuk
dengan sendirinya, karena persamaan persepsi gelideng yang akan dibiayai,
tentang tata cara penganalisaan kredit dan terpenggkat bank itu sendiri.
Misalnya, bank papan atas jarang mengajak banknpagaah untuk membiayai
kredit sindikasi karena bila diajak, bank papan &@awun biasanya tidak mau
untuk ikut serta dalam kredit sindikasi, karenalphmmodal merekapun masih
kecil. Apabila harus membiayai kredit sindikasi,ntiaya mereka tidak bisa

menyalurkan kredit lagi ke bidang lain yang lelstail sifatnya.

2.4.4. PengertiaAgent Bank

Menurut bahasa Indonesfgent Bankadalah suatu bank yang berlaku
sebagai agen. Pihakgent bankini mewakili dan bertindak untuk kepentingan
serta untuk dan atas nama krediuer{der3. PihakAgent Bankini ditunjuk dan

diangkat oleh para kredituténder$, yang bertanggung jawab secara operasional
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dalam mengelola pinjaman sindikasi, mulai dari niem& angsuran, bunga, dan
mengatur serta membagi dana pada waktu memberikgEman kepada debitur.
Dengan kata lain, piha&gent bankini pihak yang hanya mengatur adminsitrasi
operasional saja. (Hasanuddin Rahman, 1998:116).

Praktek perbankan menjelaskan bahwa posigent Bankini pada
umumnya adalah bank yang menjadad ManagerSelanjutnya dalam penulisan

skripsi ini akan disebutkan sebadaent Bank.

2.5 Pengertian Debitur

Debitur merupakan pihak yang menerima kredit atajaman (debitor).
(http://www.pereneanakeuangan.com/files/d.html).
2.5.1 PengertiaBorrower

Borrower berarti nasabah dalam istilah perbankan atau dddahasa
Indonesia berarti peminjarBorrower merupakan debitur yang bertindak sebagai
pihak yang menerima pinjaman atau kredit yang padamnya berstatus sebagai
badan hukum (Perseroan Terbatas) atau disingkatjadeT (Hasanuddin
Rachman, 1998:116). Definisi daporrower ini dijelaskan juga oleh Herlina
Suyati Bachtiar, bahwaorrower artinya Nasabah Peminjam Kredit Sindikasi.
Nasabah tersebut umumnya berbentuk PT (Perseroebatds). Lain halnya
dengan kredit biasa, dimana borrower bisa perorang@n bisa berbentuk
PT/Koperasi/Firma/CV. (Herlina S. Bachtiar, 2002) 1
Mengapa hanya PT yang dibiayai dengan dana haglitksindikasi ? karena hal
ini lebih menitik beratkan pada tanggung jawab Rbagai badan hukum di
Indonesia yang mempunyai kekayaan yang terpisatkeleayaan masing-masing
para pemegang sahamnya dan seperti diketahui biatedd sindikasi diberikan
untuk membiayai suatu proyek dengan skala sangsdrbgdi kemungkinan
untuk diberikan kredit sindikasi untuk badan huksetain dari PT adalah sangat
kecil sekali. (Herlina S. Bachtiar, 2002-15).
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2.6 Pengertian Jaminan

Pada hakikatnya istilah jaminan merupakan terjemabari bahasa
Belanda, yaltuzekerheidatau cautie Zekerheidatau cautie mencakup secara
umum cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihalisamping
pertanggungan jawab umum debitur terhadap bararappaya. Dalam Undang-
Undang No0.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atasrigagladang No.7 Tahun
1992 tentang Perbankan, istilah jaminan disebwgaagunan. Pasal 1 angka 23
menyebutkan bahwa agunan adalah jaminan tambatmandyserahkan nasabah
debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasiktadit atau pembiayaan
berdasarkan prinsip syariah.

Unsur dari agunan yaitu:

1 Jaminan tambahan;

Diserahkan oleh debitur kepada bank;

Untuk mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan.

Ada beberapa pendapat akan definisi jaminan yaladp ikemukakan oleh
beberapa tokoh diantaranya adalah:

1 M. Bahsan berpendapat bahwa jaminan adalah “Segalsatu yang diterima
kreditur dan diserahkan debitur untuk menjamin suaang-piutang dalam
masyarakat” (dalam Salim HS, 2004:22).

2 H. Hadisoeprapto berpendapat bahwa jaminan ad&lesuatu yang diberikan
kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahelzitdr akan memenuhi
kewajiban yang dapat menilai dengan uang yang tién suatu perikatan”
(dalam Salim HS, 2004:22).

Dalam dunia perbankan ada 2 persepsi akan jamiretit kni, persepsi
pertama lebih memandang bahwa jaminan kredit sébkggakinan atas
kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melundandmya sesuai yang
diperjanjikan. Sedangkan persepsi yang kedua lelgimandang bahwa jaminan
kredit sebagai agunan yang diberikan nasabah deBi&rbedaan pandangan ini
menunjukan bahwa jaminan kredit dapat diartikaramabrti sempit dan luas.
Dalam arti sempit, jaminan kredit hanya ditujukaep&da benda agunan yang

diberikan nasabah debitur yang lazim disebut jamiteambahan berupa harta
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benda. Dalam arti luas, jaminan kredit bukan sagasgmlan agunan yang
diberikan nasabah debitur tetapi juga meliputi defaktor lain, seperti
bonafiditas dan prospek usaha.

Perjanjian jaminan timbul karena adanya perjanjmnkok. Perjanjian
pokoknya berupa perjanjian pinjam-meminjam atayapgan kredit dan tidak
mungkin ada perjanjian jaminan tanpa ada perjanpakoknya. Perjanjian
jaminan tidak dapat berdiri sendiri, melainkan kelaengikuti perjanjian
pokoknya. Apabila perjanjian pokok berakhir, malkajgnjian jaminan juga akan
hapus. Sifat perjanjian jaminan merupakan perjarggessoirgccesoi).

Perjanjian jaminan merupakan perjanjian khusus ydimat oleh
kreditur atau bank dengan debitur atau pihak keyilag membuat suatu janji
dengan mengikatkan benda tertentu atau kesanggpiipak ketiga dengan tujuan
memberikan keamanan dan kepastian hukum pengembadiadit atau

pelaksanaan perjanjian pokok.

2.7Macam-Macam Jaminan

Menurut sifatnya, jaminan dibedakan ke dalam :

1 Jaminan umum

Jaminan umum merupakan jaminan yang diberikan kegentingan

semua kreditur dan menyangkut semua harta delstbagaimana diatur
dalam Pasal 1131 KUHPerdata yang menyatakan sdgsdendaan si
berhutang/debitur, baik yang bergerak dan yandpéagerak, baik yang sudah
ada maupun yang baru akan ada di kemudian harjadiganggungan untuk
segala perikatan perseorangan. Hasil penjualan lmErda-benda tersebut
dibagi-bagi seimbang dengan besar kecilnya piutaaging-masing. Jaminan
yang diberikan bagi kepentingan kreditur dan megkah semua harta
kekayaan debitur dan sebagainya disebut jaminanmnuArninya benda
jaminan itu tidak ditunjuk secara khusus dan tidhgeruntukkan untuk
kreditur, sedang hasil penjualan benda jaminaxiltagi-bagi di antara para
kreditur seimbang dengan piutang masing-masing.
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Para kreditur ini mempunyai kedudukan yang samugktiada yang
lebih didahulukan dalam pemenuhan piutangnya. Krediemikian disebut
kreditur konkuren lawannya ialah kreditupreferen Para kreditur konkuren
dalam pemenuhan piutangnya dikalahkan dari paraitiare preferen
(pemegang hak tanggungan, gadai, fidusiaptailegi). (Sofwan, 2001:44)

Jadi jaminan umum itu timbul dari undang-undangnpga adanya
perjanjian yang diadakan oleh para pihak lebih dpara kredituikkonkuren
semuanya secara bersama memperoleh jaminan umugndylaerikan oleh
undang-undang itu (pasal 1131 dan pasal 1132 KUi#eay. Ditinjau dan
sudut sifat haknya para kreditkonkurenitu mempunyai hak yang bersifat
perorangan, yaitu hak yang hanya dapat dipertamarikehadap orang
tertentu.

Walaupun telah ada ketentuan dalam undang-undang barsifat
memberikan jaminan bagi perutangan debitur sebagaintercantum dalam
pasal 1131 dan pasal 1132 KUHPerdata, namun ketettusebut merupakan
ketentuan yang bersifat umum. Dalam arti bahwa yammpjadi jaminan
adalah semua harta benda debitur baik benda bkrgeaapun benda tetap,
benda-benda yang sudah ada maupun masih yang dkaBemua benda itu
menjadi jaminan bagi seluruh perutangan debitur llaaku untuk semua
kreditur.

Jaminan yang demikian dalam. praktek perkreditaerjgpjian
peminjaman uang) tidak memuaskan bagi kredituramkgimenimbulkan rasa
aman dan terjamin bagi kredit yang diberikan. Kiedmemerlukan adanya
benda-benda tertentu yang ditunjuk secara khusisgaejaminan piutangnya
dan itu hanya berlaku bagi kreditur tersebut. Dengzerkataan lain
memerlukan adanya jaminan yang dikhususkan bagiygag bersifat
kebendaan maupun perorangan.

Jaminan khusus

Jaminan khusus merupakan jaminan dalam bentuk péw@um atau

“penyerahan” barang tertentu secara khusus, sef@gaian atas pelunasan

kewajiban atau utang debitur kepada kreditur témtemang hanya berlaku
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untuk kreditur tertentu tersebut baik secara kedandmaupun perorangan.
Jaminan khusus timbul karena adanya perjanjian khngus diadakan antara
debitur dengan kreditur. Dalam KUHPerdata, pasakpajang berkaitan

dengan jaminan secara khusus dapat kita temukaammdagiutang yang

diistimewakan ( Pasal 1139- 1149 KUHPerdata), G4Baisal 1150-1160

KUHPerdata), hipotek (Pasal 1162-1232 KUHPerdgtahanggungan utang
(Pasal 1820-1850 KUHPerdata), Jaminan Fidusia (bgwiindang No.42

Tahun 1999) dan Hak Tanggungan (Undang-Undang Nahdin 1996).

Jaminan khusus ini timbulnya karena adanya peganjang khusus
diadakan antara kreditur dan debitur yang dapatpgaejaminan yang bersifat
kebendaan ataupun jaminan yang bersifat perorageminan yang bersifat
kebendaan ialah adanya benda tertentu yang dips&hagai jaminan
sedangkan jaminan yang bersifat perorangan ialahyadorang tertentu yang
sanggup membayar / memenuhi prestasi manakalaidefaihprestasi

Jaminan kebendaan adalah jaminan berupa hartaadakalyaik benda
maupun hak kebendaan, yang diberikan dengan canésgean bagian dan
harta kekayaan baik dari si debitur maupun damlpiketiga, guna menjamin
pemenuhan kewajiban-kewajiban debitur kepada pikedditur, apabila
debitur yang bersangkutan cidera jamyjia(iprestagi (Hasanuddin Rahman,
1998:167)

Menurut sifatnya, jaminan kebendaan ini terbagid@a( yaitu; (1)
jaminan dengan benda berwujudateria); dan (2) jaminan dengan benda tak
berwujud {mmateria). Benda berwujud, dapat berupa benda/barang fiadgrge
dan atau barang tidak bergerak. Sedangkan bendeetakujud yang lazim
diterima oleh bank sebagai jaminan kredit adalatupze hak tagih. Jaminan
yang bersifat kebendaan ialah jaminan yang berwgsanhutlak atas suatu
benda, yang mempunyai ciri-ciri: mempunyai hubunagsung atas benda
tertentu dan debitur, dapat dipertahankan terha@ga@pun, selalu mengikuti
bendanya dan dapat diperalihkan (contoh hak targggyngadai, fidusia dan

lain-lain).
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Jaminan yang bersifat perorangan ialah jaminamy yaanimbulkan
hubungan langsung pada perorangan tertentu, haagat dlipertahankan
terhadap debitur tertentu, terhadap harta kekagiabhitur scumumnya (contoh
borgtochj.

Selain sifat-sifat tersebut yang membedakan halerkddan dan hak
perorangan ialah asas prioritet yang dikenal paala kebendaan dan asas
kesamaan pada hak perorangan. Jadi pada hak kebenuangenai asas
bahwa hak kebendaan yang lebih tua (lebih dulad@rjlebih diutamakan
daripada hak kebendaan yang terjadi kemudian. $&danhak perorangan
mengenal asas kesamaan (pasal 1131 dan pasal UFRekdata), dalam arti
bahwa tidak membedakan mana piutang yang lebih téwjadi dan piutang
yang terjadi kemudian. Semuanya kedudukan yang ,stkanengindahkan
urutan terjadinya, semua mempunyai kedudukan yangasterhadap harta
kekayaan debitur.

Kreditur pemegang hak kebendaan mempunyai hak p#mean
terhadap benda-benda lainnya dari debitur, bersame dengan kreditur
lainnya selaku kreditur bersamérdditur konkureh Tetapi kemungkinan
tersebut hanya terjadi jika pemenuhan piutang tuedérsebut dengan hasil
eksekusi terhadap benda-benda tertentu itu sajahnbedum mencukupi.
Maka dalam keadaan demikian bersama-sama paratkrddinkuren dia
masih dapat meminta pemenuhan atas hasil penjbaladga-benda jaminan
yang lain itu.

Jadi jika pada jaminan perorangan kreditur merasgnin karena
mempunyai lebih dari seorang debitur yang dapagitit untuk memenuhi
piutangnya., maka pada jaminan kebendaan krediarasa terjamin karena
mempunyai hak didahulukampréferensi)dalam pemenuhan piutangnya atas
hasil eksekusi terhadap benda-benda debitur.

Dalam praktek perbankan jaminan dilembagakan sebagsinan
kebendaan ialah hak tanggungan, gadai, fidusiajnfamyang bersifat

perorangan berwujud borgtoch (perjanjian penanggungan), perjanjian
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garansi, perutangan tanggung menanggung dan sapagaiMasjchoen
Sofwan, 2001:46)

2.8 Pengertian Kredit Macet

Kredit macet adalah kredit yang angsuran pokok liamganya tidak
dapat dilunasi selama lebih dari 2 (dua) masa aagsditambah 21 (dua puluh
satu) bulan, atau penyelesaian kredit telah dikaratke pengadilan BUPLN

(Badan Urusan Piutang Dan Lelang Negara) atau tBigbkan ganti rugi kepada

perusahaan asuransi kredit. (Hasanuddin Rahmarg8:18®. Kriteria kredit

menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/2/PBI/ZD&@ang Perubahan Atas

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 Tent&mpilaian Kualitas

Aktiva Bank Umum. Pasal 28, yaitu: Kualitas Pergan Modal yang dinilai

berdasarkan metode biaya$tmethollditetapkan sebagai berikut:

1 Lancar, apabila perusahaan tempat bank melakukatyeRean Modal
(investee) memperoleh laba dan tidak mengalami kerugian katifiul
berdasarkan laporan keuangan tahun buku terakihd tgdah diaudit;

2 Kurang Lancar, apabilanvestee mengalami kerugian kumulatif sampai
dengan 25% (dua puluh lima perseratus) dari mauasteeberdasarkan
laporan keuangan tahun buku terakhir yang telaiddia

3 Diragukan, apabilanvesteemengalami kerugian kumulatif lebih dari 25%
(dua puluh lima perseratus) sampai dengan 50% (tintah perseratus) dari
modalinvesteeberdasarkan laporan keuangan tahun buku terathig yelah
diaudit;

4 Macet, apabilanvesteemengalami kerugian kumulatif lebih dari 50% (lima
puluh perseratus) dari modalvesteeberdasarkan laporan keuangan tahun
buku terakhir yang telah diaudit



BAB 3. PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Perjanjian Kredit Sindikasi
3.1.1. Latar Belakang Timbulnya Kredit Sindikasi

Kredit sindikasi mulai tumbuh di pasar modal dalaageri di Amerika
Serikat pada tahun 1950-an, dan baru pada tahurd®&redit sindikasi terjadi
di pasar modal Internasional di London. Kemudianatk perkembangan yang
pesat dengan pusat sindikasi di beberapa kotaag@amnta New York, Singapura,
Frankfurt, Bahrain dan Luxemburg. Pemberian kredidikasi ini tidak hanya
terbatas pada Dollar Amerika Serikat saja, tetapajpada valuta-valuta kuat
lainnya diantaranya Mark Jerman, Poundsterling fisggan Yen Jepang. Hal ini
biasa disebut dengamultycurrencyloans yaitu dana yang disediakan tidak hanya
dalam satu mata uang namun dalam beberapa mataseangi dengan pilihan
penerima pinjaman.

Di Indonesia sendiri, kredit sindikasi dimulai pa@déun 1980-an setelah
deregulasi perbankan pada tanggal 1 Juni 1983 yeamgbebaskan tingkat suku
bunga simpanan dan kredit perbankan. Timbulnya mpeéenbiayaan yang
dilakukan oleh multi bank dikarenakan sistem pemabepinjaman yang secara
tradisional dilakukan oleh suatu bank komersialuknhasabahnya dipandang
sudah tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan. Pinjagearg diperlukan oleh
dunia usaha pada umumnya adalah dalam jumlah yamgpsbesar dan hal ini
tidak mungkin dipenuhi oleh satu bank saja.

Akhir-akhir ini terdapat kecenderungan kredit skadii di Indonesia
meningkat. Secara nasional berkaitan dengan pedegaln perekonomian dan
pembangunan di Indonesia, misalnya semakin bangagayusahaan-perusahaan
Indonesia yang berskala menengah dan besar. Paamsphrusahaan menengah
dan besar tersebut sudah tentu memiliki proyekgikoyang besar sehingga
pembiayaannya memerlukan kerjasama lebih daribsatl.

Bagi seorang debitor atau yang biasa disebut dehgarower, pola
pembiayaan yang dilakukan oleh beberapa bank desgualikasi ini adalah

sangat menguntungkan, karena hal ini tentunya ak@amakin memenuhi
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kebutuhan debitor akan dana yang hendak digunakauk ummembiayai sebuah
proyek. Jumlah yang sangat besar tersebut dajenieni karena bergabungnya
beberapa bank dalam sindikasi kredit. Debitor jtigak harus berhubungan
dengan banyak bank, tetapi cukup memberikan makejzda satu bank saja.
Borrower mendapat kemudahan, dalam dotorrower tidak perlu pergi ke
beberapa bank untuk menjelaskan maksud dari pemama kredit yang
jumlahnya sangat besar, dengan demikian maka kduikrhana cara kerja yang
harus ditempuh oleh &iorrower tersebut, dan biaya yang dikeluarkan pun tidak
terlalu besar karena terjadi penghematan secaak kihgsung. Di samping itu,
apabila untuk memperoleh kredit yang berjumlah bdsaus berhubungan
dengan banyak bank secara bilateral belum tentl bau untuk memberikan
kredit mengingat nasabah tersebut merupakan nashhah sehingga bank
merasa enggan untuk memberikan kredit dalam jugdaly besar.

Perkembangan pemberian kredit secara sindikasi gegaakin meluas
dengan munculnya aturan atau ketentuan dari Banktreedalam Surat
Keputusan Nomor 21/50/KEP/DIR yang mengatur mengBadas Maksimum
Pemberian Kredit atau disebut dengagal Lending Limityaitu suatu batas yang
diperkenankan bagi suatu bank untuk dapat memberikeedit kepada
nasabahnya. Surat Edaran tersebut menyatakan bBM®K untuk seorang
debitor sebesar 20% dari modal sendiri dan 50% kudtbitor grup. Hal ini
diperbarui lagi dengan Surat Keputusan Bank Indansmor 26/21/KEP/DIR
tanggal 29 Mei 1993 yang semakin memperketat atorangenai BMPK yaitu
sebesar 20% baik untuk grup maupun satu debit@h ®hrena itu, pemberian
kredit sindikasi oleh beberapa bank merupakan saahcara untuk menghindari
pelanggaran dari ketentuan BMPK tersebut, kareng y#perhitungkan sebagai
BMPK hanyalah sebesar penyertaan bank pada swedit &mdikasi. Pelanggaran
teradap BMPK sangat mempengaruhi aspek kesehatak. Bank akan
mengalami kesulitan yang serius jika pemberian ikmgd hanya terpaku pada
debitor atau sektor tertentu saja, apalagi jikeednudian hari terjadi kredit macet.

Suatu hal yang wajar apabila pemberian kredit dglamlah besar juga

memiliki tingkat risiko yang besar. Adanya modehyisayaan secara sindikasi,
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bagi bank akan semakin memperkecil risiko yang aflifsadapi sebab kredit

tersebut diberikan secara bersama-sama, juga dhinmanalisa kredit yang

tentunya akan semakin cermat dan teliti karenakalian oleh beberapa bank
yang tergabung dalam tim sindikasi. Analisis krgditg dilakukan oleh lebih dari

satu bank akan lebih baik dibandingkan oleh satk lsaja, sehingga tingkat
risiko dapat ditekan dari tahap analisis kredit sandiri. Bila bank membiayai

suatu proyek besar dan proyek tersebut gagal, rakéa fatal akibatnya bagi

bank yang bersangkutan. Untuk itulah bank-bank keédan sindikasi, sehingga
apabila terjadi kegagalan dalam proyek tersebukanfanya sebesar porsinya
resiko yang timbul untuk bank yang ikut sindikasi.

Kerjasama sindikasi juga dilakukan untuk menghasifiee based income
Dalam hal ini, baik bank peserta sindikasi mauj@ad bankakan mendapatkan
fee dari borrower. Tentu sajiee tersebut sesuai dengan keikutsertan bank-bank
peserta sindikasi. Selain itu dalam perjanjian kresindikasi juga terdapat
keinginan dari bank untuk menghindari adanya pegsai antar bank dan
menjalin kerjasama yang sehat dan menguntungkagadeank lain. Hubungan
di antara bank-bank peserta pada dasarnya tid&klaipetitif, tetapi cenderung
berbentuk kerjasama yang saling menguntungkan ssaha lain. Sebab dalam
menghadapborrower, setiap bank peserta berdiri pada sisi yang samaa)i
sebagaiender Hal ini juga memberikan keuntungan bagi bank-bkeil yang
ikut serta dalam sindikasi kredit, karena dengakuksertaannya akan menambah
kredibilitas di kalangan perbankan sebab dalamikmgddikasi terdapat suatu
keharusan untuk dipublikasikan kepada masyaralest &gar masyarakat dapat

mengukur tingkat resiko dari pemberian kredit ini.
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3.1.2. Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Para Pihak Daim Perjanjian Kredit
Sindikasi
Secara umum, para pihak dalam perjanjian krediilsasi adalah pihak

debitor, kreditor dan agent bank. Setelah perjankeedit ditandatangani, akan
timbul hak dan kewajiban antara pemberi kredit @®ngenerima kredit.
Perjanjian kredit merupakan suatu ikatan hukumranpgmberi kredit dengan
penerima kredit. Di satu pihak, pemberi kredit leevijiban memberikan dana
kepada penerima kredit sesuai dengan jumlah yatgrdidalam perjanjian kredit
dan di lain pihak untuk melindungi kepentingan pemliredit. Penerima kredit
juga diminta untuk memenuhi kewajiban-kewajibanng@belum dilakukan
penarikan kredit yang pertama sampai dengan jawgkéu kredit dilunasi.

Dalam akta perjanjian kredit sindikasi, disebuthkmhwa selama perjanjian
tersebut berlaku, maka debitor mempunyai kewajib@tnk melaksanakan hal-hal
sebagai berikut:

1. Menjalankan usahanya dengan rajin dan efisien sdengan praktek-praktek
keuangan dan usaha yang berlaku dan senantiasaatiet#n melaksanakan
semua peraturan-peraturan yang berlaku.

2. Membentuk dan memelihara sistem pembukuan, admagsistan pengawasan
keuangan dan barang-barang yang sesuai dengarp{piimsip akuntansi
yang umum diterima di Indonesia dan yang diterapd@rara terus-menerus
untuk mencerminkan secara wajar keadaan keuangarssil usaha debitor.

3. Senantiasa memberikan ijin (i) kepada agen atauwgpstpetugas yang diberi
kuasa oleh Agen, atas pemberitahuan 3 (tiga) rejaksebelumnya, untuk
melakukan pemeriksaan (audit) terhadap buku-bukuadiministrasi debitor
serta memeriksa barang-barang jaminan, dan (iixd@kreditor (yang akan
dikoordinasi oleh Agen) untuk melakukan peninjauke pabrik-pabrik
debitor, kantor-kantor dan gudang-gudang yang digan debitor sedikitnya
1 (satu) kali setahun.

4. Memelihara dan mempertahankan dalam keadaan yakgémua ijin-ijin,
lisensi-lisensi dan persetujuan-persetujuan yapgrtlikan untuk menjalankan

usaha debitor dan untuk sahnya serta berlakunyanjian tersebut.
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Segera memberitahukan kepada Agen bilamana tergadbahan dalam sifat
atau luas lingkungan usaha debitor atau bilamanjedtesuatu peristiwa atau
keadaan yang dapat mempengaruhi secara mendalaiaakeaisaha atau
keuangan debitor.

Membayar kewajiban-kewajiban pajak pada waktunyan ddengan

sebagaimana mestinya.

Debitor wajib membayar semua upah, biaya, ongkos yaajib atau telah
dibayar oleh Agen atau kreditor, sehubungan demgasiapan, pembuatan,
penandatanganan, pengeluaran, penyerahan, adasnispendaftaran dan
pelaksanaan dokumen transaksi.

Menyerahkan kepada Agen semua ijin-ijin dan pejgatupersetujuan yang
disyaratkan oleh Anggaran Dasar debitor atau otstansi yang berwajib
untuk membuat, menyerahkan dan melaksanakan parjdagdit, surat-surat
promes/aksep dan perjanjian-perjanjian jaminan gARerjanjian Kredit

Sindikasi Dan Pengakuan Berhutang dalam HerlinaS@&achtiar,2000:146-
147).

Selain kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanalebitor di atas, terdapat

pula pembatasan-pembatasan bagi debitor,yaituaddlniak diperkenankan:

1.

Melakukan merger atau konsolidasi atau membeli atau dengan cara lai
memperoleh perusahaan atau saham-saham dalanoperken.

Menjual atau dengan cara lain memindahkan hak atenyewakan/
menyerahkan pemakaian seluruh atau sebagian bexsmapaan atau barang-
barang tidak bergerak atau kekayaan debitor.

Menerima pinjaman uang atau fasilitas kredit, fi@sl penjualan surat-surat
promes/aksep, fasilitas leasing atau fasilitas kgaa lain berupa dan hingga
jumlah berapapun juga dari orang/pihak lain ataungik@t diri sebagai
penjamin borg atauavaliste untuk menjamin hutang/kewajiban orang/pihak
lain.

Menjaminkan/mengagunkan dengan cara bagaimanapga kekayaan
debitor (termasuk hak untuk menerima pembayaraindagagihan) kepada

orang/pihak lain.
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5. Memberikan pinjaman uang atau kredit dengan cagaibeana pun dan
hingga jumlah berapapun juga kepada orang/pihak, ldecuali (i)
memberikan pinjaman uang atau kredit sehubungagasepenjualan barang-
barang atau pemberian jasa-jasa dalam rangka raekg usaha seari-hari,
atau (i) memberikan pinjaman-pinjaman uang dalantik penyimpanan
uang secara deposito berjangka pada bank-bank.

6. Membayar, menyatakan dapat dibayar atau membagiaeteatau pembagian
keuntungan lain berupa dan hingga jumlah berapekppada para pemegang
saham debitor (tetapi tidak termasuk mengeluarkackgividen atau saham-
saham bonus)

7. Memberikan persetujuan atau mendaftarkan sesuatwbagegan pada
pemilikan saham-saham debitor.

8. Membayar lebih awal hutangnya kepada pihak lainu&ichutang yang
berdasarkan dokumen transaksi, hutang yang dibualmd rangka
menjalankan usaha sehari-hari, dan hutang kep&d& fain yang disebutkan
dalam perjanjian kredit.

9. Turut serta mengambil bagian dalam permodalan membeli saham dalam
perseroan lain. (Akta Perjanjian Kredit SindikasirDPengakuan Berhutang
dalam Herlina Suyati Bachtiar,2000:150-152).

Selain kewajiban-kewajiban yang harus dilakukar alebitor maka tentunya
juga hak-hak. Namun mengenai masalah hak-hak defigk dijelaskan secara
rinci di dalam akta perjanjian kredit. Setelah men# dan menelaah dengan
seksama isi dari akta perjanjian kredit sindikg&nulis dapat menyimpulkan
bahwa yang menjadi hak bagi debitor adalah menkapdisilitas kredit dari
para kreditor, tentunya setelah melaksanakan sekewegjiban yang telah
disepakati bersama.

Bagi kreditor, mengenai hak dan kewajibannya tidiskbutkan secara khusus
dalam perjanjian. Hak dan kewajiban merupakan @dhgdng saling berubungan
erat dan tidak dapat dipisahkan satu sama laineRehan kewajiban dari salah
satu pihak dalam perjanjian merupakan perolehan beak pihak yang lain.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa yang meRgdajiban dari kreditor
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adalah menyediakan dan memenuhi fasilitas kredig yhbutuhkan oleh debitor,

dan hak dari kreditor adalah pemenuhan kewajibarpdeak debitor.

Pihak ketiga dalam perjanjian kredit sindikasi atlahgen. Agen merupakan
pihak yang akan bertindak sebagai kuasa atau Wedditur dalam melaksanakan
suatu perjanjian kredit sindikasi. Kewajiban-kewan dari pihak agen bank
antara lain :

1. Agen wajib berkonsultasi terlebih dahulu dengarditoe sebelum mengambil
sesuatu tindakan berdasarkan perjanjian.

2. Wajib melakukan tindakan-tindakan yang sah sesusigan instruksi-
instruksi tertulis yang diberikan oleh kreditor.

3. Membayar seluruh jumlah pokok pinjaman yang teigridha oleh Agen dari
kreditor kepada rekening yang telah ditentukan.

4. Membayar kepada setiap kreditor, bagian yang meihjaki masing-masing
kreditor atas bunga yang telah dibayar oleh deki#pada agen.

5. Menghitung besarnya suku bunga rata-rata tertimbznyy akan berlaku
untuk pinjaman yang terhutang atau akan terhutapada debitor dan setiap
kreditor. (Akta Perjanjian Kredit Sindikasi Dan Bakuan Berhutang dalam
Herlina Suyati Bachtiar, 2000:156-159).

Selain memiliki kewajiban-kewajiban yang harus kbknakan, pihak agen
juga memiliki hak-hak yaitu :

1. Mendapatkan biaya keagenan dalam jumlah dan dengem yang telah
ditetapkan antara debitor dan agen.

2. Memotong biaya hasil pinjaman yang pertama kaledkan kepada debitor
berdasarkan Perjanjian Kredit jika biaya proviedit dan biaya pengaturan

fasilitas serta biaya keagenan belum dibayar oddditak.

3.2 Proses Pembebanan Jaminan Dalam Perjanjian KreédSindikasi

Jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada dredintuk
menimbulkan keyakinan bahwa debitor akan memensahiakban yang dapat
menilai dengan uang yang timbul dari suatu periKat@dalam Salim HS,

2004:22). Kredit sindikasi yang merupakan penyaluagdit dalam jumlah yang
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sangat besar sudah sewajarnya jaminan yang dibed&hitor kepada kreditor
juga juga sangat besar. Pada perjanjian kredit iksiad jaminan yang

dipergunakan tidak hanya sebatas tanah yang di@amirdalam bentuk hak
tanggungan , namun dapat berupa barang-barangalergng dijaminkan secara
fiducia, jaminan borgtoch, maupun saham-saham ggagiinkan dalam bentuk
gadai.

Perjanjian jaminan merupakan perjanjianessoir yang dibuat antara
pihak debitur dan kreditur yang isi, bentuk segtarat-syaratnya wajib disetujui
olen agen dan kreditur. Perjanjian ini berupa patagn dari debitur untuk
menyerahkan suatu benda kepada kreditur sebageigaratas pelunasan hutang
debitur. Mengenai proses pembebanan jaminan, apagninknya, dilaksanakan
oleh debitor dan agen (selaku wakil dari kreditaglai dari pembuatan akta di
hadapan pihak berwenang (notaris/PPAT), pendaftailda jaminan, sampai
dengan proses penyerahan sertifikat jaminan dariatekepada kreditor (diwakili
oleh agen).

Untuk memperjelas bagaimana cara atau proses pamdoebjaminan
tersebut di atas, maka akan dijelaskan satu peya#tu
A. Hak Tanggungan

Dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentangHalggungan
Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan emgaah atau sering
disebut dengan UUHT, pengikatan jaminan hak tanggumnyang berupa
tanah haruslah dibuat dengan akta otentik yaital giang dibuat oleh PPAT
yang berwenang. Hak Tanggungan menurut pasal laahgkndang-Undang
Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas T &&serta Benda-
Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah adalah:

Hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tana@yaehana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 196@ngn
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atiaktberikut
benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan rieagah
itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberika
kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertésrtuadap
kreditor-kreditor lain.
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Dalam pasal 8 dan pasal 9 UUHT dapat diketahuiasi@ng dapat
menjadi pemegang dan pemberi Hak Tanggungan. Pegeddak
Tanggungan adalah orang perseorangan atau badamumhukang
berkedudukan sebagai pihak yang berkepentingan dddgem prakteknya
banyak dilakukan oleh kalangan perbankan. Pembati Fanggungan adalah
orang perseorangan atau badan hukum yang mempkey@nangan untuk
melakukan perbuatan hukum terhadap objek Hak Tamwggu yang
bersangkutan.

Proses pembebanan jaminan Hak Tanggungan yang di&lus oleh debitor
dan kreditor selaku pemberi kredit sindikasi adaklbagai berikut:
1. Tahap Pemberian Hak Tanggungan

Pemberian Hak Tanggungan dimulai dengan janji umteknberikan
Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan hutatgntierantara bank
selaku kreditor dengan debitor. Setelah itu baak arang yang diberi kuasa
untuk melakukan perbuatan hukum atas nama bank, lyi@sanya bertindak
dalam hal ini adalah agen bank yang ditunjuk oletakreditor, melakukan
pengecekan terhadap sertifikat hak atas tanah lyarsgngkutan pada Kantor
Pertanahan setempat untuk mengetahui apakah térdapsalah dalam
tersebut. Apabila tidak ada masalah dan syaragsypemberian kredit
sindikasi telah dipenuhi oleh kreditor maka banuldilakukan proses
pembuatan dan penandatanganan Akta Pembebanan dagguhgan
(APHT). Pemberian hak tanggungan pada prinsipnyjibwilakukan sendiri
oleh pemberi Hak Tanggungan, hanya apabila benarbdiperlukan yaitu
dalam hal pemberi hak tanggungan tidak dapat hddiPPAT, maka
diperkenankan membuat Surat Kuasa Membebankan Hakgglingan
(SKMHT) yang dibuat dengan akta notaris atau al®&™P dan memenuhi
persyaratan yang diatur dalam pasal 15 UUHT selimydiut:

a. Tidak memuat kuasa untuk melakukan perbuatan hulaim daripada
membebankan Hak Tanggungan;

b. Tidak memuat kuasa substitusi;
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c. Mencantumkan secara jelas obyek Hak Tanggungarafjuhutang dan
nama serta identitas kreditornya, nama dan identitebitor apabila
debitor bukan pemberi Hak Tanggungan.

Dalam hal mengagunkan SKMHT hak atas tanah yanghsterdaftar
maka selambat-lambatnya 1 (satu) bulan dan yangrb&drdaftar selambat-
lambatnya 3 (tiga) bulan setelah diberikan SKMHTkenevajib diikuti dengan
pembuatan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APH®B) p&sayat (3),(4)
UUHT dan jika surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang tidak
diikuti dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggondalam waktu
yang ditentukan sebagaimana yang dimaksud padg3yatau ayat (4), atau
waktu yang ditentukan menurut ketentuan sebagairgang dimaksud pada
ayat (5) batal demi hukum..

Menurut pasal 11 UUHT di dalam APHT wajib mencarkam

1. Nama dan identitas pemegang dan pemberi Hak Tagggun

2. Domisili pihak-pihak dan apabila di antara meretta gang berdomisili di
luar Indonesia, baginya harus pula dicantumkanusdamisili pilihan di
Indonesia, dan dalam hal domisili pilihan itu tiddicantumkan, kantor
PPAT tempat pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggumligmggap
sebagai domisili yang dipilih;

3. Penunjukan secara jelas hutang atau hutang-hutanmy ydijamin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal i1 gya

4. Nilai tanggungan;

5. Uraian yang jelas mengenai obyek Hak Tanggungan.

Pasal ini menegaskan bahwa tidak dicantumkannyaaéengkap hal-
hal yang disebut di atas pada Akta Pemberian HakggJungan, menyebabkan
akta tersebut tidak sah atau batal demi hukum.itladimaksudkan untuk
memenuhi asas spesialitas dari hak tanggungannieikenai subyek, obyek,
maupun hutang yang dijamin.

2. Tahap Pendaftaran Hak Tanggungan

Sesuai pasal 13 UUHT setelah ditandatanganinya ARefhudian

dikiim oleh PPAT ke Kantor Pertanahan setempatukuntlidaftarkan.
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Pendaftaran ini sangat penting, karena merupakakti Bahirnya Hak
Tanggungan.
Proses pendaftaran adalah sebagai berikut:

PPAT wajib mengirimkan APHT beserta berkas-berlkaias lyang
diperlukan kepada Kantor Pertanahan selambat-latydat (tujuh) hari kerja
setelah penandatangan APHT ole para pihak. Berwdsb yang harus
dipenuhi untuk melakukan pendaftaran adalah selegeiut:

1. Surat pengantar dari PPAT

2. Surat permohonan pendaftaran Hak Tanggungan damegeng hak
tanggungan

Sertifikat asli hak atas tanah yang dijadikan jaanin

Salinan APHT yang bersangkutan untuk disahkan kd@lor pertanahan
Fotocopy surat identitas pemberi Hak Tanggungan

SKMHT (bila ada)

Bukti pelunasan biaya pendaftaran Hak Tanggungan

N o o M w

Pendaftaran Hak Tanggungan dilakukan oleh KaRemtanahan
dengan membuatkan buku tanah Hak Tanggungan dacataérhak atas
tanah yang dibebani Hak Tanggungan di dalamnya sednyalin catatan
tersebut pada sertifikat hak atas tana yang bekssangtersebut.

Tanggal pencatatan pada buku tanah adalah hari(kgdh) setelah diterima
secara lengkap surat-surat yang diperlukan dan Haiggungan lahir pada
pencatatan pada buku tanah tersebut.
Sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 4 TE9tentang
Hak Tanggungan Atas Tanah beserta Benda-benda Bargitan Dengan
Tanah, pendaftaran Hak Tanggungan ini merupakaratsyautlak. Tujuan
dari pendaftaran Hak Tanggungan antara lain :
1. Memenuhi asas publisitas
2. Kepastian mengenai pendaftaran Hak Tanggungan tsgegeéing bagi
kreditor untuk memperoleh kedudukan yang diutamakarhadap
kreditor-kreditor lain (Muhammad Djumhana, 2003:4113



35

Kantor Pertanahan sebagai bukti adanya Hak Tanggungenerbitkan
sertifikat Hak Tanggungan yang memuat irah-irahgdenkata-katdDEMI
KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA’
Adanya kata-kata tersebut, dengan demikian setifldak Tanggungan
mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu memiliki katan hukum seperti
halnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuattmnh tetap.

Sertifikat Hak Tanggungan yang merupakan tandati badkanya Hak
Tanggungan berisi buku tanah dan APHT oleh KanéstalRahan, diserahkan
kepada pemegang Hak Tanggungan yaitu kreditor yiwgkili oleh agen
bank. Penyerahan hak tersebut diperlukan sebabgaelp@megang Hak
Tanggungan, pihak agen bank sudah semestinya mamegdifikat tersebut
karena sertifikat itu ditahan oleh pihak bank daken sebagai jaminan dari

kredit yang diberikan hingga kredit tersebut luddesyar oleh debitor.

B. Fidusia

Fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 TahdQA9 tentang
Jaminan Fidusia, pasal 1 angka 1 memberikan pemgdegntang Fidusia yaitu:
pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dag&réayaan dengan ketentuan
bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan bertsietap dalam penguasaan
pemilik benda.

Fidusia merupakan lembaga hukum baru yang diala@nd praktek
perbankan. Timbulnya jenis jaminan fidusia ini dé&w@akan ingin menerobos
ketatnya syarat jaminan pada lembaga gadai. Sehirdgngan munculnya
lembaga fidusia, bagi debitor yang ingin tetap nasgi barang jaminan sebagai
syarat pelunasan hutangnya maka lembaga ini dseaszatlah sesuai.

Pengertian Jaminan Fidusia telah dijelaskan dakasal 1 angka 2 yaitu:

Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwmadpun yang
tidak bewujud dan benda tidak bergerak khususnysy@@an yang
tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimanakdind dalam
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Targsgu
yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidsesimgai
agunan bagi pelunasan uang tertentu, yang memhbekg@udukan
yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terha@ajitdar lainnya.
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Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbantada
penjelasan Pasal 12 a ayat (1) secara tegas mkayabmhwa bank (selaku
kreditor) tidak diperbolehkan memiliki barang agangang dibelinya. Prinsip
pelarangan pemilikan barang agunan tersebut se@dagan hukum jaminan
fidusia. Bahkan, pemilikan benda jaminan Fidusiangyadibuat dengan
kesepakatan antara kreditor penerima jaminan fiddsingan debitor pemberi
jaminan fidusia tidak dibenarkan. Janji yang deamkadalah batal demi hukum
(Pasal 33 UU N0.42/1999 tentang Jaminan Fidusia)

Pengikatan secara Fidusia harus ditentukan sesgaa yakni dengan akta
notaris dalam bahasa Indonesia (Pasal 5(1) UU NA.899 tentang Jaminan
Fidusia). Salah satu alasan pembentuk Undang-Undemgtapkan akta notaris
adalah bahwa akta notaris merupakan akta otenktilngga memiliki kekuatan
pembuktian yang sempurna. Akta jaminan sekurangfignmya memuat :

a. ldentitas pihak pemberi dan penerima Fidusia

b. Data perjanjian pokok yang dijamin Fidusia

c. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jamindnska
d. Nilai penjaminan

e. Nilai benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia

Akta tersebut harus didaftarkan pada Kantor Peadaft Fidusia (KPF).
Pendaftaran ini bersifat wajib sesuai dengan butgsal 11 UU No0.42/1999
tentang Jaminan Fidusia. Jaminan Fidusia seteldaftdrkan, KPF kemudian
membuat Buku Daftar Fidusia dan menerbitkan skatiflaminan Fidusia yang
untuk selanjutnya diserahkan kepada penerima Ridymitu kreditor. Sertifikat
Jaminan Fidusia merupakan salinan dari Buku Ddftdusia yang disimpan di
KPF. Pihak agen yang telah ditunjuk dan diberi weamg oleh para kreditor,
berhak menerima penyerahan sertifikat jaminan fadteysebut, yang selanjutnya
dipegang oleh agen untuk kepentingan kreditor. damiFidusia lahir pada
tanggal pencatatan Jaminan Fidusia dalam Buku Ddftdusia. Sertifikat
Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutoriay y@ama dengan putusan

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukurp.teta
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C. Gadai
Gadai merupakan perjanjiamcessoir sehingga sebelum diadakan
perjanjian gadai, terlebih dahulu harus ada peganhutang-piutang sebagai
perjanjian pokoknya. Hal-hal yang harus dilaksanadkalam hal terjadinya gadai
adalah :
1. Adanya perjanjian gadai
Oleh Pasal 1151 KUHPerdata disebutkan, persetugeaai dibuktikan
dengan segala alat yang diperbolehkan bagi penalsugérsetujuan pokok.
Dari rumusan ini, dapat disimpulkan bahwa bentukapgan gadai tidak
terikat, asal saja memenuhi syarat sahnya suajanpian sebagaimana Pasal
1320 KUPerdata. Juga dalam KUHPerdata tidak digebutsecara tegas
bentuk perjanjian gadai tersebut.
2. Adanya penyerahan barang gadai
Pada Pasal 1152 KUHPerdata disebutkan, hak gadai lé¢nda-benda
bergerak dan atas hutang-piutang bahwa diletakkagah membawa barang-
barangnya gadai di bawa kekuasaan si berpiutangssarang pihak ketiga
yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.
Dari rumusan tersebut, dapat dikemukakan lebilutebghwa :

* Barang gadai (jaminan kredit) berpindah kekuashakan berpindah
pemilik dari debitor kepada kreditor/bank.

» Barang gadai dapat saja berada di bawah kekuadaa ketiga, atas
persetujuan debitor dan kreditor asal saja tidéptéerada di bawah
kekuasaan debitor atau pemberi gadai.

Apabila barang gadai tetap berada di bawa kekuadahitor atau pemberi
gadai, maka tidak atau belum terjadi gadai. Kalauperjanjian gadai telah
dilaksanakan, maka hak gadai itu tidak sah. Ancatigak sahnya suatu hak
gadai dapat ditemukan pada Pasal 1152 ayat (2) Kddéa yang berbunyi
sebagai berikut :

“Tak sah adalah hak gadai atas segala benda ydmarlkdin tetap dalam
kekuasaan si berhutang atau si pemberi gadai, @wtaygng kembali atas

kemauan si berpiutang.”
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Kemudian ayat 3 pasal tersebut menyebutkan bahwgddai hapus, apabila
barang gadai keluar dari kekuasaan si penerima.gada
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa temjgligadai harus ditandai
dengan adanya penyerahan barang gadai secara riil.

3. Adanya pemberitahuan
Khusus untuk tagihan sebagai obyek gadai, makauetjadinya hak gadai
secara yuridis formal haruslah ditandai dengan yalgemberitahuan oleh
pemegang hak tagih kepada pihak tertagih, bahwdatagtersebut telah
digadaikan.
Pemegang hak tagih di sini adalah pemberi gadhingga dengan adanya
penyerahan kekuasaan dengan gadai tersebut yaagdjogatakan dengan
pemberitahuan, maka pemegang hak tagih beralirdegpamegang gadai.
Ketentuan mengenai hal ini dapat dilihat pada Pa$aB KUHPerdata, yang
berbunyi :
“Hak gadai atas benda-benda bergerak yang tidakbadr, kecuali surat-surat
tunjuk atau surat-surat bawa diletakkan dengan petahuan perihal
penggadaiannya, kepada orang terhadap siapa hgkdygadaikan itu harus
dilaksanakan. Oleh orang ini tentang hal pembardahersebut serta tentang

izinnya si pemberi gadai dapat dimintanya secatalts.”

D. Borgtocht (penanggungan)

Pemberian jaminaborgtochtdibuat oleh penjamin kepada kreditor (yang
bentuk dan isinya wajib disetujui oleh agen darditog). Perjanjian ini berisikan
janji dan jaminan oleh penjamin kepada kreditoukmhembayar kembali setiap
jumlah uang yang terhutang dan wajib dibayar olbitdr kepada kreditor.

Untuk perjanjian penanggungan, Undang-Undang tidansyaratkan
bentuk perjanjian tertentu. Hal itu berarti, balpegjanjian penanggungan sesuai
dengan asas umum dalam hal Undang-undang tidakmudsa@ bentuk tertentu,
bentuknya bebas, tidak harus dituangkan dalam ketdttentu. Perjanjian
penanggungan bisa dalam bentuk lisan maupun gridémikian juga tidak ada

yang mewajibkan, bahwa akseptasi kreditur harugyatitkan dalam bentuk
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tertentu. Walaupun demikian, dalam prakteknya, damtuk kepentingan
pembuktian, biasanya memang oleh kreditur disyaratintuk dituangkan dalam
wujud tertulis. Di samping untuk pembuktian, akigg menjadi tempat (sarana
penampung) dalam mana kreditur memperjanjikan-janji (klausula-klausula)
yang menguntungkan dirinya, seperti memperjanjianwaborg (penanggung)
melepaskan eksepsi-eksepsi yang dipunyai olehnyiaserkan Undang-Undang.
Perjanjian seperti itu bisa dibuat dalam suatu a&taendiri, walaupun tidak
tertutup kemungkinan bahwa ia dibuat dalam aktayysama dengan perjanjian
pokok yang ditanggungnya.

Mengingat akan besarnya konsekuensi daripada pguagan yang
kemungkinan bias menimpdorg (penanggung), maka sebaiknya dalam
perubahan perundang-undangan yang akan datang Hietapkan saja bahwa
perjanjian penanggungan wajib dituangkan dalamubetgrtulis, sehingga akan

memberikan suatu kepastian hukum bagi para pihag iexlibat di dalamnya.

3.3. Akibat Hukum Pembebanan Jaminan Dan Cara Penyesaian Bila
Terjadi Kredit Macet

Akibat hukum dari adanya pembebanan jaminan yaitditur memiliki
hak eksekutorial atas benda jaminan. Jika di kearudari terjadi kredit macet,
kreditur dapat langsung melakukan eksekusi terhaoempda jaminan milik
debitur. Dalam sertifikat jaminan terdapat irahiif®emi Keadilan Berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa”. Irah-irah yang dicantumkada sertifikat tersebut
mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengarsgu pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Upaya penyelesaian kredit macet dalam perjanji@dikisindikasi yang
dilakukan oleh bank dapat dilakukan dengan 2 (dagg yaitu:
1. Upaya Penyelesaian Secara Damai
Upaya penyelesaian kredit macet dalam perjanjiadikrsindikasi oleh pihak
bank dapat berupa:
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Penjadwalan kembaliescheduling)

Yaitu perubahan kredit yang menyangkut jadwal pgmatsn dan/atau
jangka waktu termasuk masa tenggang, baik melpmribahan besarnya
angsuran (Muhammad Djumhana,1996:268).

Persyaratan kembdlieconditioning)

Yaitu perubahan sebagian atau keseluruhan syaaedtsigredit yang
tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayanagkgavaktu, dan/atau
persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkutbpéan maksimum
saldo kredit. (Muhammad Djumhana,1996:268).

Penataan kembagliestructuring)

Yaitu perubahan syarat-syarat kredit yang menyanggaurunan suku
bunga kredit, pengurangan tunggakan bunga kredéngyrangan
tunggakan pokok kredit, perpanjangan jangka waktuedik
pengambilalihan aset debitor sesuai dengan ketentang berlaku dan
konversi kredit menjadi penyertaan modal semenfmda perusahaan
debitor.(Sutarno,2003:265).

Penyelesaian kredit macet pada kredit sindikasgyditekukan dengan

cara damai ini tidak melibatkan pihak ketiga atagaj penyelesaian yang

menggunakan saluran hukum yang ada.

Syarat penyelesaian kredit secara damai antara lain

a) Debitur beritikad baik untuk menyelesaikan krediny

b) Usaha debitur telah macet atau tidak mempunyaippiosagi sehingga

d)

tidak mempunyai kemampuan yang cukup untuk memekeWajiban
pada bank.

Kredit tergolong dalam kolektibilitas kurang lancaliragukan, macet
dengan catatan khusus untuk pemberian keringanagaetdan/atau denda
hanya dapat diberikan bagi debitur dalam kolekt#s| diragukan dan
macet.

Tidak memenuhi syarat atau tidak mungkin lagi untditakukan

restrukturisasi kredit.
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e) Penyelesaian kredit yang ditempuh lebih baik dibagichn alternatif

penyelesaian lainnya.

2. Upaya Penyelesaian Kredit Macet Melalui Jalur Hukataw Bantuan Pihak
Ketiga (PUPN)

Upaya penyelesaian kredit macet melalui Jalur hukatau dengan
bantuan pihak ketiga ini dilakukan apabila upayaypesaian kredit secara damai
tidak berhasil. Penyelesaian kredit macet pada Isardsta diselesaikan melalui
jalur pengadilan. Sedangkan terhadap kredit maaéa fpank-bank Pemerintah,
prosesnya dilakukan melalui Panitia Urusan Piutdegara (PUPN) yang
dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 49 Prp 1960Bdaian Urusan Piutang
Dan Lelang Negara (BUPLN) yang dibentuk dengan Kkegan Presiden
(Keppres) Nomor 21 Tahun 1991 dimana Pasal 2 dappkes tersebut
menentukan bahwa BUPLN (Badan Urusan Piutang Dalange Negara)
mempunyai tugas menyelenggarakan pengurusan pinegeya dan lelang baik
yang berasal dari penyelenggaraan pelaksanaan Rmaitia Urusan Piutang
Negara (selanjutnya disebut PUPN) maupun lainnyg gitetapkan oleh Menteri
Keuangan. PUPN bertugas menyelesaikan piutang aggang telah diserahkan
kepadanya oleh instansi Pemerintah atau badan-béegara. Dengan demikian
bagi bank milik negara menyelesaikan kredit maaetngrus dilakukan melalui
PUPN, dimana dengan adanya penyerahan piutang megatla badan tersebut
secara hukum wewenang penguasaan atas hak tagikatapadanya.

Langkah-langkah pengurusan piutang Negara melaliPNP sebagai
berikut :

1) Bank mengajukan permohonan penyerahan kredit nkapaida PUPN, dalam
hal ini melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negana ldelang (KPKNL) di
daerah masing-masing sesuai wilayah kerjanya. mjuthlegara yang
penagihannya diserahkan kepada PUPN adalah pimeogt yang adanya
dan besarnya telah pasti menurut hukum, yaitu tedslnai dengan perjanjian

kredit dan pengikatannya serta dokumen-dokumenyain
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Pihak bank yang akan melakukan penyerahan untujupasan piutang macet

dengan disertai dokuman sebagai berikut :

a. Perjanjian kredit dan perubahannya atau dokumam $&jenis yang
membuktikan besarnya piutang.

b. Rekening koran, prima nota, faktur, dokumen lainerss yang
membuktikan besarnya piutang

c. Dokumen barang jaminan serta pengikatannya darn-swrat lainnya
yang mendukung barang jaminan tersebut.

d. Surat-menyurat antara kreditor dengan debitor ybadkaitan dengan
penyelesaian hutang

Panitia Cabang melalui Kantor Pelayanan setelatermea penyerahan yang

disertai dokumen akan membuat resume yang merupsarriksaan berkas

terhadap semua dokumen dan semua data kasus piataagut. Resume ini

untuk pertimbangan diterima atau tidaknya pengurysatang Negara yang

telah diserahkan oleh bank yang bersangkutan.

Panitia Cabang (Ketua PUPN Cabang) apabila mermtapkhwa berkas-

berkas penyerahan kreditor tersebut memenuhi patsya maka panitia

cabang menerima penyerahan pengurusan piutangaeégagan menerbitkan

Surat Penyerahan Pengurusan Piutang Negara (SP3N).

Adapaun isi dari SP3N adalah:

a. Nomor dan tanggal surat penyerahan pengurusampgiuegara

b. Identitas penyerah piutang dan penanggung utang

c. Pernyataan menerima pengurusan piutang Negara

d. Rincian dan jumlah piutang negara

e. Tandatangan panitia cabang

Sejak diterbitkannya SP3N piutang Negara beralihp&aitia cabang dan

penyelenggaraannya dilakukan oleh KPKNL. Dengamliterya pengurusan

piutang Negara ini kreditor wajib menyerahkan dokanrmdokumen asli

barang jaminan dan pengikatannya yang selanjutnyerbikan Surat

Pernyataan Serah Terima Piutang (SPSTP).
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4) SP3N yang diterbitkan sebagai bukti berkas peimggraapabila telah
memenuhi persyaratan, maka KPKNL melakukan tinddkeakan
pemanggilan kepada debitor secara tertulis sebagaianggungjawaban
penyelesaian piutang Negara. Apabila debitor tidamenuhi panggilan,
maka Kantor Pelayanan melakukan panggilan teraddgara tertulis paling
lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelahgtmh menghadap yang
ditetapkan dalam surat panggilan yang disampaikéh durir atau
menggunakan jasa pos.

Debitor yang datang untuk memenuhi panggilan KPKakan diadakan
wawancara mengenai kebenaran dan besarnya piut@ggraN tersebut.
Setelah tercapai kesepakatan antara debitor danNKPitang memuat
pengakuan jumlah hutang yang harus dibayar termbsoga, denda-denda
dan biaya-biaya lain serta memuat kewajiban ataarggupan debitor untuk
melunasi hutangnya, maka hasilnya dituangkan datumat pernyataan

bersama yang berkekuatan eksekutorial.

Dalam pernyataan bersama tersebut, harus memuaahsg¢bagai berikut:

a. Irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

b. Identitas penanggung hutang

c. ldentitas penyerah hutang

d. Besarnya piutang Negara dengan rincian terdiri dmg pokok, bunga,

denda, dan/atau ongkos atau beban lain.

o

Besarnya biaya administrasi pengurusan piutang idega

Pengakuan hutang oleh penanggung hutang

g. Kesanggupan penanggung hutang untuk menyelesamkang dan cara
penyelesaiannya.

h. Sanksi jika tidak memenuhi cara penyelesaian hutang

i. Tanggal penandatanganan pernyataan bersama

j.  Tanda tangan ketua panitia cabang

k. Tanda tangan penanggung hutang di atas materai

|. Tanda tangan para saksi (minimal 2 saksi)
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Debitor apabila tidak memenuhi kewajiban yang diigbin dalam pernyataan
bersama dan tidak memenuhi surat peringatan yamgadipanitia cabang
maka akan dikeluarkan surat paksa yang ditandatamojeh Ketua Panitia
Cabang supaya debitor membayar sekaligus selunamdnmya dalam jangka
waktu 1 X 24 jam terhitung sejak tanggal diberitedmuoleh juru sita piutang
Negara kepada debitor dengan membacakan dan mbkgeraalinan surat
paksa yang dituangkan dalam berita acara pembeaitesurat paksa

Jurusita akan melakukan penyitaan atas barang gmaotan/atau harta
kekayaan debitur dan/atau penjamin hutang apat@tenkuan dalam surat
paksa tidak dipenuhi, dimana sebelumnya diberitahukrlebih dahulu Surat
Penyitaan kepada debitur dan/atau penjamin hutdikg. barang jaminan
dan/atau harta kekayaan lain telah dilakukan paaginamun debitur debitor
dan/atau penjamin hutang tidak menyelesaikan hotangmaka KPKNL
menerbitkan Surat Perintah Penjualan Barang Sit§8RPBS) yang
diberitahukan secara tertulis kepada debitor dam/gbenjamin hutang.
Penjualan barang sitaan ini dilakukan sebagai upayakhir pengurusan
piutang Negara. SPBBS sekurang-kurangnya memuat :

a. Pertimbangan hukum diterbitkannya Surat Perintahjudéan Barang
Sitaan.

Dasar hukum penerbitan Surat Perintah Penjualaarnga8itaan.

Perintah kepada Kepala Kantor Pelayanan untuk reatekan lelang.
Uraian barang sitaan yang akan dilelang.

Tempat dan tanggal penerbitan Surat Perintah Fanj@arang Sitaan.

~ o oo o

Tanda tangan Panitia Cabang.

Pengumuman lelang dilaksanakan oleh Kantor Pelaydaa pemberitahuan
rencana lelang dilakukan secara tertulis kepadaanmgung hutang atau
penjamin hutang melalui kurir atau jasa pos palegbat 7 (tujuh) hari
sebelum lelang dilakukan. Lelang dilaksanakan raeldbntor Pelayanan,
namun jika dalam hal barang yang dilelang di ludlayah kerja panitia
cabang atau di dalam wilayah kerja panitia cabtatgpi di luar kerja kantor

pelayanan, maka kantor pelayanan yang wilayah rgjaneliputi tempat
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barang yang akan dilelang itu berada. Lelang ydwm alilaksanakan pada
prinsipnya tidak dapat dibatalkan kecuali dalamdfiagai berikut:
a. Penanggung hutang melunasi hutang
b. Barang dan/atau dokumen barang yang akan dilelsitg dalam perkara
pidana
c. Barang dan/atau dokumen barang yang akan diletdaly musnah
d. Barang yang akan dilelang telah dijual melaluirigla
e. Barang yang akan dilelang telah ditebus.
Pencairan barang jaminan adakalanya hasilnya nmelataiu dibawah sisa
hutang, maka yang dapat dilakukan adalah:
1. Hasil pencairan melebihi sisa hutang, maka kelebtesil lelang diserahkan
kepada:
a. Debitor
b. Penjamin hutang dalam hal barang yang dilelang kmigihak
ketiga/penjamin
c. Balai harta peninggalan dalam hal debitor dan/ptnjamin hutang telah
meninggal dunia dan tidak mempunyai ahli waris
d. Likuidator, dalam hal debitor adalah badan hukumgyielah dibubarkan
e. Pengadilan niaga atau kurator dalam hal debitgratizkan pailit
2. Hasil pencairan di bawah sisa hutang sehingga tikgdat melunasi sisa
hutang dikarenakan barang jaminan mempunyai nilai yang rendah dan
tidak mencukupi untuk membayar sisa hutang, mak&N/DJPLN akan
mengeluarkan surat keterangan tentang Piutang Ale§amentara Belum
Dapat Ditagih (PNSBDT). Menurut pasal 1131 KUH R¢admenyatakan
bahwa segala kebendaan si berutang, baik yangrbkrgeupun yang tidak
bergerak, baik yang ada maupun yang akan ada diudiem hari, menjadi
tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.
Sesuai dengan bunyi pasal tersebut di atas, apadniéeng jaminan tidak
mencukupi untuk pelunasan hutang, maka dapat digun&ekayaan lain
yang dimiliki oleh debitor. Dalam Stbl 1832 No. 4iatur mengenai

kadaluarsa utang piutang yaipraescriptio yang menyebabkan seseorang
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dibebaskan dari suatu kewajiban atau menyebabkamleauntut seseorang
menjadi gugur, namun dalam praktek perbankan hakemungkinannya
sangat kecil karena akibat dari lampau waktu tenseterupakan kesalahan
dari kreditor sebab telah sekian lama, tanpa sesalasan yang sah, telah
berdiam diri dan tidak mengajukan suatu gugatannggh tidak dapat
dibuktikan lagi dalil yang menjadi dasar gugataadi Jampau waktu yang
berakibat terhadap suatu gugatan harus ditinjaikdaus ke kasus dan harus
selalu memperhatikan perkembangan masyarakat dik@esue itu terjadi.

Menurut Pasal 1238 KUHPerdata, seorang berutangtikan telah lalai
memenuhi prestasinya bila berdasarkan suatu sarattgh atau akta sejenisnya
dinyatakan demikian, kecuali jika perikatannya senelah menetapkan bahwa si
berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya wgéhg ditentukan. Surat
perintah adalah pernyataan resmi dari juru sit@aeian, sedangkan akta sejenis
adalah peringatan tertulis.

Penyelesaian kredit macet dari bank swasta dilEkulengan cara
musyawarah/negosiasi untuk menyelamatkan dahulditkygang macet dengan
cara restrukturisasi hutang kredit melalui penjudembali hutang, perpanjangan
waktu kredit dan penambahan kredit. Cara lain dengaelalui somasi
(peringatan) kepada debitur macet agar mau memkdeshutang-hutangnya.

Apabila seorang debitur sudah diperingatkan dararaetegas ditagih
janjinya, tetapi ia tetap tidak melaksanakan pe#sya, maka salah satu upaya
hukum yang dapat ditempuh oleh kreditur untuk ménurnaknya adalah
melakukan permohonan eksekusi melalui pengadilakarmya melakukan
gugatan. Permohonan ini dilakukan karena akta jamitelah mempunyai
kekuatan eksekutorial sebagaimana tercermin datamiiah "Demi Keadilan
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" sehingga gktanan tersebut
disamakan dengan putusan hakim yang mempunyai tekulukum tetap
(incracht gewisdp
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Proses permohonan eksekusi jaminan yang dapaukdakoleh kreditor

jika terjadi kredit macet adalah sebagai berikut:

1.

Kreditor/bank mengajukan permohonan eksekusi kepgsadilan negeri
yang berwenang.

Dalam waktu beberapa hari/minggu setelah diajukarmphonan tersebut
maka diadakan sidang pengadilan yang dihadiri peghohon (kreditur) dan
termohon (debitur).

Dalam sidang tersebut oleh hakim disampaikan teg(aanmaning) kepada
termohon, bahwa dalam waktu 8 (delapan) hari yaeggamgkutan harus
melaksanakan pembayaran lunas pinjaman besertamamngkos-ongkos dan
sebagainya, dan apabila tidak maka diadakan ekisgiagsjaminan kreditnya.
Apabila dalam 8 (delapan) hari tersebut termohdmtide tetap membandel,
maka pemohon/kreditur melanjutkan usahanya dengaangajukan
permohonan sita eksekusi ke Pengadilan Negeri

Setelah menerima ketetapan sita eksekusi, makasjtauPengadilan Negeri
mengadakan sita eksekusi atau barang-barang tidaledak yang menjadi
jaminan tersebut.

Pemohon/kreditur menerima berita acara eksekusijdiar sita Pengadilan
Negeri.

Kemudian pemohon/kreditur mengajukan permohonanukuninelelang
barang-barang jaminan tersebut dan menerima penetalang.

Berdasarkan ketetapan lelang tersebut PengadilgarN@enghubungi kantor
lelang negara untuk melaksanakan lelang.

Setelah ditetapkan harinya kemudian diadakan "penguan lelang” dalam
surat kabar paling sedikit 2 (dua) kali dengan @nt@aktu 2 (dua) minggu
yang biasanya diurus panitera Pengadilan Negeg parsangkutan.

10.Dalam pelaksanaan lelang tersebut biasanya dimtapkeh pengadilan

berdasarkan informasi dari pihak keluruhan (misalmgenyangkut harga
tanah) dan kantor pajak. Pengadilan dapat menamto&eya lelang minimal
dalam pelaksanaan harga lelang tersebut (http://wwawmisi Hukum

Nasional - Republik Indonesia.com/info-8-16.html)
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Apabila harga lelang minimal tersebut tidak ter¢apaaka lelang
dibatalkan untuk dilaksanakan pada kesempatan uieyi. Untuk lelang
berikutnya tersebut, dikenakan biaya iklan, ondktang dan lain sebagainya.

Pada umumnya, di dalam perjanjian kredit sindikhgiangkan klausula
mengenai pembagian jaminan yang berisikan persetujiantara kreditur untuk
membagi semua jumlah uang yang diperoleh dari f@siinan secara rata dan
seimbang dengan jumlah-jumlah uang yang terhutaley adebitur kepada

masing-masing kreditur.



BAB 4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Pelaksanaan perjanjian kredit sindikasi berkaitangdn hak dan kewajiban
para pihak. Kewajiban debitor adalah mematuhi damelaksanakan
kesepakatan yang telah tertuang dalam perjanjiaditkserta haknya adalah
mendapatkan fasilitas kredit dari kreditor. Kewajibkreditor menyediakan
dan memenuhi fasilitas kredit yang dibutuhkan debsterta haknya adalah
pemenuhan kewajiban dari debitor. Agen berkewajimatuk mengkoordinir
dan melakukan monitoring pelaksanaan perjanjiamikrgndikasi, haknya
adalah mendapatkan biaya keagenan.

2. Proses pembebanan jaminan yang berupa hak kebewmilakukan dengan
tahap pembuatan akta baik akta notaris (fidusaagtoch) dan akta PPAT
(Hak Tanggungan). Setelah dibuat akta notariil kdianu dilakukan
pendaftaran. Fiducia didaftarkan di Kantor Pendaftdriducia dan untuk Hak
Tanggungan didaftarkan kepada Kantor Pertanahampet. Akta tersebut
didaftarkan untuk memenuhi asas publisitas. Setdidaftarkan, kemudian
diterbitkan sertifikat jaminan yang selanjutnyaedéhkan kepada kreditur
selaku pemegang hak atas jaminan. Proses pemimebargtocht dibuat
dalam akta notaris.

3. Akibat hukum pembebanan jaminan yaitu kreditur nti&imiak eksekutorial
atas benda jaminan. Jika di kemudian hari terjaeliik macet, kreditur dapat
langsung melakukan eksekusi terhadap benda jamiiigndebitur.

Cara penyelesaian jika terjadi kredit macet tened@hulu dilakukan upaya
penyelamatan dengarscheduling, reconditioning, restructuringika upaya

penyelamatan tidak berhasil, maka diselesaikan laigiur hukum. Untuk

bank swasta dilakukan dengan mengajukan permoheksekusi benda
jaminan kepada Pengadilan Negeri, sedangkan untukk kpemerintah
dilakukan penyelesaian oleh PUPN. Setelah mendapatkenetapan
pelaksanaan lelang, kemudian dilakukan lelang &lehtor Lelang Negara.

Hasil lelang dibayarkan kepada masing-masing kvedit
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4.2 Saran

1. Untuk menghindari terjadinya kredit macet dalamdirsindikasi bank perlu
melakukan analisis yang cermat dan mendalam tephed®n debitor yang
dikenal dengaihe Five C’s of Analysis

2. Pihak bank harus berpedoman pada prinsip kehasirhaigar tidak terjadi
kredit macet dikemudian hari.
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